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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba B be

o ta T te

& sa S es (dengan titik di atas)

z Jim J je

C ha h ha (dengan titik di bawah)
e kha kh ka dan ha

> dal d de

5 zal yA zet (dengan titik di atas)

5 ra r er

3 zai Z zet

o sin S es

g syin sy es dan ye
P sad S es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
- Za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ apostrof terbalik

¢ gain g ge

o fa f ef

3 gaf q qi

4 kaf k ka

J lam I el

: mim m em

B nun n en

I wau w we

2 ha h Ha

: hamzah ’ apostrof

S ya y Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).




2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
( fath}ah a a
| kasrah i i
¢ dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& fathah danya’ ai adani
s fathah dan wau au adanu
Contoh:
(S :kaifa
J$»  :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
« ... |+ ... | fath}ah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas
kasrah dan ya’ [ i dan garis di atas
= dammah dan wau u u dan garis di atas

Xi



Contoh:

&L mata
Contoh:

= . rama

g2 qila

ERN 4

ek lyamatu
4. Ta marbdtah

Transliterasi untuk ta’ marbatah ada dua, yaitu: ta’ marbatah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta’ marbatah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbatah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbatah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
Juw\ ;I'pj; : raudah al-atfal
‘\pr/‘ :muﬂ : al-madinah al-fadilah
4/&;-& : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda te~did ( = ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

W  :rabbana

Xii



W2 :najjaing

& ral-haqq
e > nu “ima
¥4 3

ke ‘aduwwun

Jika huruf < ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (:—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

Contoh:

dle ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

2

8¢ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (!
(alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

riadl al-syamsu (bukan asy-syamsu)

d)jﬂ - al-zalzalah (az-zalzalah)
| : al-falsafah
S albiladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

Xiil



0336 : ta 'murana

}@J\ :al-nau *
togs : syai'un
PR .

Ol - umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur’ an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:
& 23> dmullah &4 billah

Adapun ta’ marbuatah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

& L~ 3 34 hum frrahmatillah
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

Xiv



transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasal

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazr bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tasi

Abt Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Aba

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Aba al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Aba al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Aba al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Aba Zaid, ditulis menjadi: Aba Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr
Hamid Aba)

B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. subhanahia wa ta ‘ala

saw. sallallahu ‘alaihi wa sallam
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a.s.

SM

QS.. .4
HR

= ‘alaihi al-salam

Hijrah

Masehi

Sebelum Masehi

Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
Wafat tahun

QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Nama : Sahabuddin
NIM : 2120203860102025
Judul Tesis . Implementasi Multi Akad Produk Gadai Emas di PT Bank

Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju (Tinjauan
Ekonomi Syariah)

Tesis ini membahas tentang implementasi multi akad pada produk gadai
emas menurut tinjauan ekonomi syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Thk
Kantor Cabang Mamuju. Produk pada bank syariah kebanyakan menggunakan
multi akad (hybrid contrac) karena akad tunggal belum mampu memenuhi
kebutuhan transaksi bisnis saat ini salah satu produk yang menggunakan multi
akad adalah gadai emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
alur proses multi akad dalam transaksi gadai emas karna masih banyak
Masyarakat maupun para pakar meragukan kesyariahan transaksi gadai emas

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini
terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Subjek peneltian ini
berjumlah 19 orang yang terdiri dari 4 orang Pegawai bank dan 15 orang Nasabah.
Tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara
langsung dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gadai emas memiliki beberapa
tahapan transaksi yaitu tahap awal proses pencairan, kemudian proses
penyimpanan agunan, proses perpanjangan dan yang terakhir proses pelunasan.
Skema multi akad gadai emas yang digunakan adalah skema tiga akad yaitu rahn
sebagai pengikatan jaminan emas gard sebagai akad pinjaman dan ijarah sebagai
akad pengenaan biaya titipan (mu’nah) dalam penerapan akadnya dicantumkan
dalam SBGE dan ditandatangani nasabah dengan petugas bank dalam satu kalusul
akad. Penandatangan dilakukan satu kali namun pemberlakuan akad dilapangan
bertahap akad Qard diberlakukan pada proses cair baru, agad rahn penerapannya
pada proses penyimpanan emas dan akad ijarah diberlakukan pada saat gadai jatuh
tempo atau dilakukan pelunasan dipercepat. Dalam penerapannya multi akad
gadai emas sudah sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi Syariah yaitu ketauhidan
kemaslahatan dan prinsip keadilan sesuai dengan syariat Islam dan tertuang dalam
Al-Qur’an maupun Hadist. Gadai emas ini juga jika ditinjau dari ekonomi syariah
penerapan multi akadnya boleh dan sah untuk dilakukan karna dasar hukum dari
semua akad yang membentuk produk ini dibolehkan dan tidak ada nash atau dalil
yang melarang. Dari bentuk multi akadnya juga sah karna tidak termasuk multi
akad yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadisnya.

Kata kunci: Gadai Emas, Multi Akad, Ekonomi Syariah
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ABSTRACT

Name : Sahabuddin

NIM : 2120203860102025

Title . Implementation of Multi-Acad Gold Pawn Products at PT Bank
Syariah Indonesia Tbk Mamuju Branch (A Study of Sharia
Economics)

This research explores the implementation of multi-acad gold pawn
products and examines the transactional processes from the perspective of Sharia
economics at PT Bank Syariah Indonesia Thk Mamuju Branch. The study adopts
a qualitative descriptive method with a case study approach. Data sources include
both primary and secondary data collected at PT Bank Syariah Indonesia Thk
Mamuju Branch located on JI Urip Sumoharjo No 44, Karema Village, Mamuju
District, West Sulawesi. Nineteen participants were involved in the study,
comprising four employees and fifteen customers.

The findings reveal that PT Bank Syariah Indonesia Tbk Mamuju
Branch is a result of the merger of three subsidiary Islamic banks under state-
owned banks: BSM, BNIS, and BRIS. The branch, originating from BSM, had
established pawn service counters prior to the merger, which have continued
operations. The multi-acad scheme employed includes three contracts: rahn for
collateral binding, gard for the loan agreement, and ijarah for service charge
imposition (mu'nah). These contracts are detailed in the SBGE and signed by
customers alongside bank officials. The gold pawn process encompasses several
stages: initial disbursement, collateral storage, extension, and final repayment. In
practice, gold pawning adheres to Islamic economic principles of unity, benefit,
and justice as outlined in the Quran and Hadith. The study concludes that the
overall process of multi-acad gold pawn transactions at PT Bank Syariah
Indonesia Thk Mamuju Branch aligns with Sharia economic principles.

Keywords: Gold Pawn, Multi-Acad, Islamic Economics

Xviii



Condl .ujs

2120203860102025 : Sl o3
£ gl dnpd cly 3 cad)l o) Sl Badadl 2sRd) gk AL g sse

(Y syl (3 2ul)5) lezsale

OMalas dlas Lo ISy Sxdadl Cadll 8, 5sde JiS 345 dbae ) Anl) ) oda OUE
Al oda (3 Redsnnll Al Ll gals 8 (L gil] A el 3 (O SLaBY) sl e a )l
olas o duhdll ods 3 GbLY slas 0S8 AL dulps gie plisanl degd) ddod) 2kl s
Cisl £ 3 ke U dlgmpale g5 clomngipi] Angpd iy 3 Rubl) ods slx) F il A L
Eyosn Jode Al cugVm dle dprple dxblis limsals dilate ag)lS A (A4 5, o lase
Seas 15 5 pibsse 4 0 0l (ases 19 w0l

A g BW Lokl A g2 clymgale £ (L gd) dmy 2 Sl OF sl ol o glof
il Sla) gl A i Sy g (W) e 3SLe a L) Weul) AL Weladl oledl Gl anls
SlSTy ) Baddl T T (g g e(Ba)l Ledgil Dl 2l) el (T O g 2l ozl
o s il 4l O G (a0l dn il iy e 15 Gl O dargele £5 (Al L 9200
B9 d5i8 B ey s3dall sedal) bb2 alasuial OV g et deddl odag L) L3 Cadd)
e oy (Bgall) Bmpagl) IS oot inST 8l Yly 23 AinST 2l ccadl) gy diaST pa)
o oad gps A Gbas e feaadl (1B e Lendss 2 el U Ol 3 ki 35hd)
Frsly el des Oladl 2 ddes & (Opall aden) AoV A=l g claad) |10 e
dmsd) g O slasV (ool ae cadll oy 3l OF g caides 3. ) oa )l sl Ales
bl e Eonla Yy € S OT AN 3 rebse 38 LS aedla ) iy il sy Juall Ty calal) aliall
dorsals 3 g aul) dmpd Sl (3 29iall sodadll oadl) )l SMlee ldes mea OF duly ) il
oY) 3Ll 06 tosle me 3815

Y 5LV asiaddl 3sial) (ol ) il J1 SLUST)

Xix



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Islam di Indonesia telah dimulai sejak
lama. Yaitu dimulai pada tahun 1980. Sebagai proses uji coba, didirikan
lebih dulu perbankan Islam di Bandung bernama Bait At-Tamwil Salman
ITB dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Sepuluh tahun kemudian, atau
pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk suatu kelompok
kerja guna mendirikan Bank Islam di Indonesia. Selanjutnya, antara 18-20
Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan
perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya adalah pembahasan
lebih lanjut pada Musyawarah Nasional 1V MUI di Jakarta 22-25 Agustus
1990. Pembahasan ini menghasilkan amanat bagi para kelompok kerja
pembentukan bank Islam di Indonesia yang bernama Tim Perbankan MUI.

Tugas mereka adalah melakukan pendekatan serta konsultasi
bersama semua pihak terkait. Pada akhirnya, Tim Perbankan MUI berhasil
membangun bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat
Indonesia (BMI) pada 1 November 1991. Lalu, pada 1 Mei 1992, BMI
resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000. Sejak
saat itu, bank syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan.! baik

itu dalam bentuk Bank maupun Non Bank.

! Verelladevanka Adryamarthanino “Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia",
KOMPAS (online), 9 Mei 2022, (www.kompas.com).



Perkembangan lembaga keuangan syariah tidaklah mudah hal ini
desebabkan pada zaman Rasulullah SAW belum ada lembaga keuangan
syariah yang bisa menjadi dasar membentuk lembaga keuangan syariah
yang sama dengan skema transaksi keuangan modern saat ini. Tentunya
lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya berlandaskan Alqur’an
dan Hadits kemudian berpedoman kepada praktik paraktik usaha yang
dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan tidak dilarang oleh Rasulullah
SAW pada masa itu.?

Melihat potensi besar Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar
maka dikembangkanlah lembaga keuangan syariah meskipun menghadapi
tantangan yang begitu besar dari berbagai aspek. Pemerintah Indonesia
mendukung pembentukan lembaga keuangan syariah dengan mengeluarkan
undang-undang No.23 tahun 1999 dan kemudiannya telah diamandemen
kepada undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI),
menyatakan Indonesia mengaplikasikan sistem keuangan dan perbankan
ganda, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Artinya berdasarkan
undang-undang ini pemerintah Indonesia telah mengakui dan menerima
sistem keuangan dan perbankan syariah sebagai salah satu sistem keuangan
dan perbankan di Indonesia dan sekaligus telah membantah Undang-
undang perbankan No 14 tahun 19674 . Hal ini juga dinyatakan dalam
Undang-undang No 7 tahun 1992 dan telah diamandemen menjadi Undang-

undang No 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang No 10 tahun 1998

2 Lutfi Sahal, ‘Implementasi Al-Uqud Almurakkabah Atau Hybric Contrac (Multi
Akad)Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian’, Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6
Banjarmasin: IAIN Antasari Banjar Masin, (2015),



dinyatakan bahwa bank-bank mendapatkan kesempatan yang lebih luas
untuk menyelenggarakan aktivitasnya dengan diperbolehkan menjalankan
aktivitas dual banking system. Adanya dual banking system yang mana
bank konvensional dibolehkan membuka unit usaha syariah atau Islamic
window.

Peraturan inilah yang menjadi momentum dan telah membuka
kesempatan yang luas bagi perbankan konvensional yang ingin membuka
produk syariah mereka di samping tetap mempertahankan sistem
konvensional. Tidak seperti dalam undang-undang tahun 1992, yaitu istilah
perbankan syariah dinyatakan secara samar, dalam undang-undang ini
penyebutan bank berdasarkan prinsip perkongsian untung telah diubah
menjadi bank berdasarkan prinsip syariah atau yang disingkat perbankan
syariah.®

Dukungan juga datang dari ulama dan organisasi Islam, yaitu pada
awal tahun 2004 Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa
haram hukumnya bunga bank. Kemudian diikuti pula dengan fatwa
Muhammadiyah pada tahun 2006 yang menetapkan bunga bank adalah
haram. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan lagi undang-undang
yang lebih komprehensif tentang perbankan syariah yaitu undang-undang
No.21 Tahun 2008 dan diikuti dengan undang-undang Sukuk Negara No.19
tahun 2008. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka semakin

menguatkan lagi landasan hukum kepada sistem keuangan dan perbankan

3 Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, Zahri Hamat, ‘Perkembangan Perkembangan
Perbankan Syariah Suatu Tinjauan’, Jurnal Aplikasi Bisnis, Volume 3 No.2 Universiti Sains
Malaysia, (2013),



syariah. * Dengan berlakunya kesemua undang-undang ini memberikan
peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di masa
depan.

Perkembangan perbankan syariah semakin pesat dengan
diberlakukannya UU No 21 Tahun 2008 pada 16 Juli 2008, hal ini
disebabkan karena perbankan syariah nasional sudah memiliki landasan
hukum yang memadai dan mampu mendorong tumbuh kembang bank
syariah lebih maju lagi. Dalam lima tahun, bank syariah di Indonesia
mencapai rata-rata pertumbuhan aset melebihi 65 persen per tahunnya.®
Pada tahun 2021, Indonesia memiliki bank syariah terbesar bernama PT
Bank Syariah Indonesia Thk (BSI) yang mulai beroperasi sejak 1 Februari
2021. BSI merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah BUMN, yaitu
PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah
Mandiri. Menurut catatan terakhir, BSI memiliki aset sejumlah Rp 245, 7
triliun.

Meningkatnya bisnis perbankan syariah tidak lepas dari strategi dan
inovasi produk yang dikeluarkan oleh bank syariah dan telah terbukti
mampu bertahan dari beberapa krisis perekonomian baik itu krisis nasional
maupun Krisis internasional seperti covid-19 dari rentang waktu dari tahun

2019 sampai 2022 baru-baru ini. Produk pada bank syariah kebanyakan

4 Ibid

5 Otoritas Jasa Keuangan. “Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-
2025” direktorat pengaturan dan perizinan perbankan syariah otoritas jasa keuangan Jakarta: 2020
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menggunakan multi akad (hybrid contrac) karena akad tunggal belum
mampu memenuhi kebutuhan transaksi bisnis saat ini. Multi akad dalam
istilah  fikih disebut dengan Al-Uqud Al-Murakkabah yang dapat
didefiniskan dengan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu
mu’amalah yang meliputi dua akad atau lebih.” Dengan adanya skema multi
akad kebutuhan transaksi dimasa modern ini bisa di penuhi meskipun
transaksi tersebut belum ada pada masa Rasulullah SAW.

Hybrid Contract atau yang lebih dikenal dalam literatur figh
modern dengan “al-uqud al-murokkabah” sebenarnya merupakan polemik
perbankan syariah yang hari ini aktual dibicarakan. Bukan hanya sebatas di
Indonesia, di berbagai negara Islam sedang serius menggarap inovasi
produk perbankan syariah. Tujuan para ahli ekonomi syariah
mengembangkan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk baru
yang halal, mampu bersaing di pasaran, mempunyai nilai jual tinggi, dan
relevan menjawab tantangan zaman. Selaras dengan perkembangan zaman
dan perkembangan produk perbankan membuat jenis perjanjian dan akad
menjadi semakin variatif. Sesuai dengan perkembangan transaksi di era
modern seperti sekarang sangat mungkin sekali terjadi variasi akad yang
tidak hanya tunggal namun juga ganda, hal ini sangat lah mungkin karena

tuntutan kemajuan transaksi dan biasa dianggap lumrah?®

7Yosi Aryanti, ‘Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah perspektif
Figh Muamalah’, Jurnal limiah syariah, Volume 15, Nomor 2, (2016).

& Haryono, ‘Dinamika dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai
Basis Produk Perbankan Syariah’, Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam ,h. 18



PT Bank Syariah Indonesia Thk merupakan bank syariah terbesar di
Indonesia saat ini dan memiliki beberapa produk unggulan yang sangat
diminati oleh para pelaku UMKM salah satunya adalah produk gadai emas.
Pada tahun 2022 secara tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI)
mencatatkan outstanding pembiayaan bisnis Gadai Emas dan Cicil Emas
mencapai Rp5,93 triliun atau tumbuh signifikan 29,4% secara tahunan
(yoy) sepanjang tahun 2022. Direktur Sales & Distribution BSI Anton
Sukarna menjelaskan nasabah memanfaatkan produk Gadai Emas untuk
memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti pembayaran uang masuk
sekolah, biaya pengobatan, renovasi rumah, modal kerja jangka pendek,
dan kebutuhan pribadi lainnya.® Produk gadai emas BSI ini juga merupakan
salah satu pemacu minat Masyarakat dalam berinvestasi khususnya melalui
instrumen logam mulial® karena salah satu syarat jika ingin mendapatakan
fasilitas gadai emas harus memiliki emas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002
tentang rahn menjadi dasar hukum gadai (rahn) diperbolehkan, akan tetapi
harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur
dalam prinsip syariah.!! Pengembangan produk-produk dalam bank syariah
sebagai salah satu yang paling penting adalah menciptakan produk
perbankan dan keuangan syariah yang inovatif dalam rangka menjawab

tuntutan kebutuhan masyarakat modern.

°Muhammad Heriyanto. BSI: Pembiayaan gadai dan cicil emas 2022 naik, capai Rp5,93
triliun, ANTARA (online), 13 Januari 2023. (www.antaranews.com)

10 Edwin Dwi Putranto. Gadai Emas BSI Tingkatkan Minat Masyarakat Berinvestasi
Emas, REPUBLIKA (online), 06 Juli 2023. (Republika.co.id)

1 Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h. 8



Gadai emas pada Bank Syariah merupakan produk multi akad yang
terdiri dari tiga akad yaitu akad Rahn, Qardh dan ijarah. Akad pokok yang
digunakan adalah Qardh, hanya saja jika akad qgardh ini diaplikasikan
secara mandiri maka tidak ada keuntungan bagi Perusahaan. Oleh sebab itu
perlu diikuti dengan akad ljarah dan Rahn. Dengan ljarah ini, maka pihak
Bank memperoleh fee dengan menempatkan marhun (barang gadai) sebagai
ma jur (barang sewa) pada fasilitas yang disediakan oleh Bank.!? Dengan
pola seperti ini maka konsep transaksi gadai emas bisa diimplementasikan
dalam transaksi perbankan syariah salah satunya di PT Bank Syariah
Indonesia Tbk Cabang Mamuju dan produk ini merupakan salah satu
produk ungulan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pemberlakuan sistem multi akad pada gadai emas tidak terlepas dari
masalah, masih banyak pakar dan masyarakat umum yang meragukan
kesyariahaan transaksi gadai emas dengan multi akad ini karna mereka
mengangap proses transaksinya sama saja dengan gadai konvensional pada
umumnya. Salah satu pakar yang meragukan transaksi gadai emas dengan
multi akad ini adalah Erwandi Tarmizi memberikan pendapat yang
melemahkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang rahn emas
dan mengharamkan hukum rahn emas dengan menggunakan multi akad.™

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan nasabah gadai
emas PT Bank Syaraih Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju

mendapatkan beberapa masalah dimana ada beberapa nasabah tidak

12 Harun, Figh Multi Akad (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), h. 173
13 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cetakan ke 23, (Bogor:
Berkat Mulia Insani, 2020), h. 428.



mengetahui akad apa yang digunakan pada saat menggadai di PT Bank
Syariah Indonesia bahkan mereka menganggap gadai emas di PT Bank
Syariah Indonesia hampir tidak memiliki perbedaan hanya saja perbedaan
penggunaan istilah bunga pada pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia
Tbhk menggunakan istilah biaya titip dan lebih murah biayanya. Ini
merupakan salah satu masalah yang ditemukan peneliti dalam penerapan
multi akad dimana Aqgid (Orang Yang berakad) tidak mengetahui isi
daripada sighat (ljab Qabul) sedangkan salah satu syarat ijab gabul adalah
harus dinyatakan oleh orang yang sekurang kurangnya telah mencapai
umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan
hingga ucapan ucapannya itu benar benar menyatakan keinginan hatinya.'*
ada pula yang mengungkapkan tidak mengetahui tengtang akad yang
digunakan dalam sistem gadai emas PT Bank Syaraih Indonesia Tbk
Kantor Cabang Mamuju karna tidak dijelaskan oleh petugas gadai dan
disuruh tanda tangan saja. Dibeberapa kasus nasabah tidak mendapatkan
penjelasan tentang akad gadai karena nasabah tersebut terburu buru dengan
urusan yang lain sehingga petugas tidak sempat menyampaikan penjelasan
akad gadai emas.

Latar belakang yang diuraikan diatas skema multi akad yang
diharapkan mampu menjawab keinginan pelaku bisnis modern ini tidak

terlepas dari masalah masalah bahkan masalah tersebut bisa saja membuat

14 Ahmad Azhar Basyir, Asas Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam, cet-2
(Yogyakarta: Ull Press, 2000). h.66



skema multi akad dalam sebuah produk tidak sesuai dengan ekonomi

syariah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Subjek penelitian ini adalah “Gadai Emas PT Bank Syariah
Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju” yang merupakan salah satu produk
yang dikeluarkan Bank Syariah Indonesia menggunakan multi akad dalam
operasionalnya. Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan
sebagai berikut:

Tabel 1: Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus

Implementasi Multi | Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian
Akad multi akad gadai emas. Implementasi dalam
penelitian ini menguraikan aktifitas transaksi
gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk
mulai dari nasabah mengajukan gadai, proses
transaksi gadai antara nasabah dengan petugas
gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan
aktifitas petugas gadai PT Bank Syariah Indonesia
Tbk memproses pencairan gadai sampai gadai

tersebut lunas.

Pandangan Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap multi akad

Ekonomi Syariah gadai emas juga menjadi fokus penelitian dalam
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penulisan tesis ini. Dalam penelitian ini, peneliti
menekankan pada Al-Qur’an, Hadits, Ijma Ulama,
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama
Indonesia (MUI) serta pendapat para tokoh
ekonomi Syariah mengenai hukum multi akad

gadai emas

Penerapan Prinsip

Ekonomi Syariah

Adapun penerapan prinsip ekonomi syariah yang
menjadi  fokus penelitian  meliputi  prinsip
Ketuhanan (tauhid), Prinsip Kemaslahatan, prinsip
Amanah serta prinsip Keadilan dalam transaksi

gadai emas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan

latar belakang masalah tersebut, maka peneliti

merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan sistem gadai emas di PT Bank Syariah

Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju

2. Faktor Faktor apakah yang mempengaruhi gadai emas di PT Bank

Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju yang menggunakan

multi akad.

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan multi akad

gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sebagai suatu di bidang ilmu Ekonomi Syariah, maka
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis transaksi gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Thk
Kantor Cabang Mamuju
2. penerapan multi akad dalam transaksi gadai emas di PT Bank Syariah
Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju
3. Menganalisis pandangan Ekonomi Syariah terhadap implementasi multi
akad gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang
Mamuju.
Kegunaan penelitian sebagai berikut:
1. Kegunaan secara Teoritis
a) Hasil penelitian ini dapat menambah keilmuan dalam kaitannya
dengan implementasi multi akad pada produk gadai emas.
b) Untuk mendeskripsikan secara umum pandangan Ekonomi Syariah
terhadap implementasi multi akad gadai emas menurut Al-Qur’an,
Hadist dan Ijma Ulama.
c) Isi penelitian ini tentunya dapat menambah rujukan teoritis atau
kepustakaan bagi penelitian yang relevan yang dapat dilakukan

dikemudian hari oleh para akademisi
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2. Kegunaan secara Praktis
a) Isi penelitian diharapkan mampu menjadi acuan atau bahan
pertimbangan untuk para Lembaga keuangan syariah yang ingin
memperluas transaksi bisnis nya pada produk gadai emas.
b) Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap

Perusahaan dalam pelaksanaan standar operasional gadai emas.

C) Dapat menjadi rujukan bacaan bagi masyarakat dan dunia

akademisi.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tulisan ini memuat beberapa hal dan dibagi kedalam beberapa bagian.
Dalam setiap bagian akan menguraikann pembahasan-pembahasan tertentu tetapi
secara garis besar saling memiliki keterkaitan dan menunjang satu sama lain.
Adapun pembagian ini tesis ini antara lain sebagai berikut:

BAB | secara rinci memuat bahasan pendahuluan sebagai suatu pengantar
sebelum masuk ke dalam bahasan kepustakaan dan hasil penelitian. Dalam bab ini
secara khusus menggambarkan kesenjangan dan harapan peneliti berdasarkan data
awal lapangan, juga dapat ditemui uraian tentang fokus penelitian dan deskripsi
fokus, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi
penelitian.

BAB Il merupakan kajian kepustakaan yang mendeskripsikan landasan
teoritis/kepustakaan yang disadur oleh peneliti dari berbagai hasil penelitian yang
relevan maupun dari berbagai pakar yang membahas berkenaan Multi akad.
Dalam bab ini ditemui beberapa bahasan kepustakaan yang meliputi penelitian

yang relevan, analisis teoritis subjek, dan kerangka teoritis penelitian.



13

BAB Il mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti. Maka dalam bab ini, pembaca akan menemukan bahasan spesifik yang
mengurai tentang metode penelitian, bahasan tersebut terdiri dari jenis dan
pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data yang digunakan, waktu
dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik
pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat
bahasan yang berkenaan dengan hasil penelitian yaitu sejarah dan perkembangan
PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mamuju, alur proses transaksi gadai
emas, serta bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap implementasi multi
akad gadai emas yang akan diuraikan secara deskriptif dalam bab pembahasan
hasil penelitian.

BAB V berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari
peneliti bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, sebagai bahan untuk
mengembangkan penelitian selanjutnya, serta bab ini diakhiri dengan daftar

pustaka yang mengurai tentang sumber rujukan penelitian.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian oleh Nur Wahid dalam tesisnya yang berjudul “Multi Akad
Dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Persfektif Hukum Ekonomi
Syariah (Study Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC
Purwokerto) ¥ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
yang fokus pada multi akad gadai emas pada dua Lembaga yaitu Bank
Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang
Purwokerto. Persamaan penelitian Nur Wahid dengan peneliti adalah sama
meneliti tentang multi akad gadai emas adapun perbedaannya adalah
penelitian Nur Wahid meneliti tentang multi akad gadai emas akan tetapi
menitik beratkan pada komparasi dua Lembaga yaitu Bank Syariah
Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia Syariah tidak membahas bagaimana
aplikasi aplikasi multi akadnya. Sedangkan peneliti fokus pada bagaimana
pengaplikasian transaksi gadai menggunakan multi akad dan bagaimana
step step akad tersebut dijalankan apakah sudah sesuai dengan ketentuan
akad dalam hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian oleh Ardiansyah Aristama dalam tesisnya berjudul “Analisis

Pendapat Erwandi Tarmizi Tentang Hukum Rahn Emas Dengan Multi

15 Nur Wahid. Multi Akad Dalam Produk Gadai Emas di Bank Syariah Persfektif Hukum
Ekonomi Syariah (Study Kasus di Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah KC Purwokerto). Tesis.
Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018

14
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Akad” ' Penelitian Ardiansyah ini menggunakan jenis penelitian
kepustakaan/ literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif,
dengan sumber utama buku Erwandi Tarmizi yang berjudul Harta Haram
Muamalat Kontemporer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu
peneliti menganalisis dan menyajikan data secara sistematik. Dalam
menganalisis data, dalam tesis ini digunakan teknik deskriptif analisis.
Persamaan penelitian Ardiansyah dengan peneliti adalah sama sama
meneliti topik yang sama yaitu multi akad gadai emas adapun Perbedaanya
adalah penelitian Ardiansyah fokus pada pemikiran salah satu pakar
ekonomi syariah kontemporer yang meragukan keabsahan konsep multi
akad pada produk gadai emas bank syariah sedangkan peneliti fokus pada
proses aplikasi multi akad dilapangan apakah sistem multi akad gadai
emas ini sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah, tidak
lagi membahas sah atau tidaknya sistem multi akad pada produk gadai
emas.

3. Penelitian oleh Alfiano Surya Putra dalam tesisnya yang berjudul
“Konstruksi Hukum Gadai Emas Yang dilakukan Oleh Perbankan
Syariah " penelitian Alfiano menggunakan metode penelitian kualitatif
yang meneliti boleh tidaknya sistem gadai emas pada bank syariah jika
ditinjau dari hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Persamaan dari penelitian Alfiano dengan penelitian peneliti adalah obyek

16 Ardiansyah Aristama. Analisis Pendapat Erwandi Tarmizi Tentang Hukum Rahn Gadai
Emas Dengan Multi Akad. Tesis. Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2021

17 Alfiano Surya Putra. Konstruksi Hukum Gadai Emas Yang dilakukan Oleh Perbankan
Syariah. Tesis. Surabaya: Universitas Narotama Surabaya. 2020
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penelitian yaitu gadai emas pada bank syariah. adapun perbedaannya
penelitian Alfianto meneliti secara umum produk gadai emas tersebut dan
juga fokus pada perlindungan pelanggan atau nasabah gadai emas jika
terjadi hal hal yang tidak diinginkan sedangkan peneliti fokus pada
konstruksi aplikasi multi akad yang terdiri dari tiga akad dalam transaksi
gadai emas di Bank Syariah Indonesia.

4. Penelitian oleh Muhamat Nur Maarif, yang berjudul “Multi Akad dalam
Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Figh
Muamalah”.!® Penelitian Nur Maarif menggunakan pendekatan yuridis
empiris, menggabungkan data primer dan data di lapangan sehingga
ditemukan kesesuaian teori dan praktek di Bank Syariah Indonesia
Penelitian Nur Maarif tersebut mengkaji Layanan mobile dan beragam
akad yang telah berinovasi, tujuan penelitian Nur Maarif adalah meneliti
transaksi multi akad (Hybrid Contract) yang terdapat dalam BSI Mobile.
Persamaan penilitian Nur Maarif dengan penelitian peneliti adalah sama
sama meneliti multi akad Adapun perbedaannya penelitian Nur Maarif
dengan peneliti terdapat pada obyek yang diteliti. Penelitian Nur Maarif
meneliti aplikasi BSI Mobile sedangkan peneliti meneliti produk gadai

emas.

18 Muhamat Nur Maarif, 'Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah
Indonesia Perspektif Figh Muamalah'. Tesis. Kudus: Institud Agama Islam Negri Kudus 2022.
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5. Penelitian oleh Mega Silvia yang berjudul “Penerapan Hybrid contract

»19 penelitian mega ini menggunakan

Dalam Pembiayaan Cicil Emas
metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penulis
menggunakan strategi ini dalam Upaya memberikan penjelasan transparan
mengingat penelitian yang tersedia. Persamaan penelitain mega dengan
peneliti adalah sama sama meneliti multi akad (hybrid Contract) sebuah
produk bank syariah. Perbedaanya terletak pada produk atau obyek yang

diteliti penelitian mega meneliti tentang cicil emas sedangkan peneliti

meneliti gadai emas.
B. Analisis Teoritis Subjek
1. Teori Implementasi

Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau
penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan
yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan
sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan
praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan,
keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi adalah suatu tindakan pada suatu rencana yang sudah
disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah

perencanaan yang sudah dianggap sempuma, menurut Nurdin Usman,

19 Mega Silvia, Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia
Perspektif Figh Muamalah. Tesis. Bandung: Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati
Bandung 2023.
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implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya
mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu
kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.?

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses
kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan
sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya
implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah
ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan

itu.
2. Teori Multi Akad
a. Konsep Akad

Akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau
menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian.
Sedangkan dalam istilah hukum Islam, akad berarti keterkaitan antara ijab
pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan dan qabul pernyataan
penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada

sesuatu.?!

Pengertian di atas, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh
salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum
pada objek akad. Akad adalah tindakan hukum dua pihak. Sedangkan tindakan

hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, atau wakaf, bukanlah

20 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum ( Jakarta: Grasindo, 2002)
2L Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.
228



19

akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak, dan

karenanya tidak memerlukan gabul.

Menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu: akad
adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya
sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”??

Para ulama figh mengemukakan bahwa agad itu bisa dibagi dari berbagai

segi keabsahannya. Menurut syara’ dapat dibagi menjadi:

1. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat.
Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum
yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang
berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini

menjadi dua macam yaitu:

a) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang
dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada

penghalang untuk melaksanakannya.

b) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap
bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk

melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama figh membagi

menjadi dua macam:

22 Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 159
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a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad,
sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa

seizin pihak lain.

b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang
melakukan akad, seperti dalam akad al-wakalah (perwakilan), al-

ariya (pinjam-meminjam), dan al-wadi “ah (barang titipan).%

2. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada
rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku
dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah
membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang
batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu
rukun atau terdapat larangan dari syara’. Sedangakan akad fasad
adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang

diakadkan tidak jelas.
b. Multi Akad

Istilah multi akad atau hybrid contract mencuat belakangan ini ketika
banyak diwacanakan sebagai bentuk akad baru mengiringi perkembangan
perbankan syari’ah yang sangat pesat. Hybrid contract atau multiakad dalam
bahasa Indonesia, berarti akad berganda atau lebih dari satu akad. Multi akad
diterjemahkan dari istilah figh al- ‘ugiid al-murakkabah, artinya beberapa akad
yang digabungkan menjadi satu nama. Hybrid contract merupakan satu akad, tapi

didalamnya dipadukan beberapa akad yang menjadi satu-kesatuan. Masing-

23 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 108
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masing akad memiliki akibat hukumnya sendiri-sendiri, tetapi dalam hybrid
akibat-akibat hukum tersebut menjadi satu kesatuan. Pengikatan menjadi satu
kesatuan ini dalam rangka memenuhi apa yang menjadi keinginan bersama kedua
belah pihak yang tidak dapat dipenuhi jika memakai akad-akad yang terpisah-
pisah.

Menurut istilah figih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata
Arab yaitu al- ‘uqud-murakkabah. Kata al-murakkab merupakan ism maf’ul dari
kata rakaba, yarkibu, tarkiban yang secara etimologi berarti al-jama’u yaitu
mengumpulkan atau menghimpun.?* Beberapa pengertian multi akad murakkab
menurut para ulama fikih yaitu :

Menurut menurut Nazih Hammad dalam buku Al- ‘Uqud al-Murakkabah fi
al-figh al-Islamy, mendefinisikan multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk
melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua
akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban
yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.?

Menurut Abdullah al-Imrani dalam buku Al-Uqud al-Maliyah al-
Murakkabah mendefinisikan multi akad yaitu himpunan beberapa akad kebendaan
yang dikandung oleh suatu akad secara gabungan sehingga seluruh hak dan
kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.?® Dari beberapa pengertian di atas

terdapat kesamaan dan tidak terdapat perbedaan yang mana multi akad dipandang

24 Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Deepublish,
2019), h.21
% Moh.Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari teori ke aplikasi,
Cet-2 (Jakarta : Prenadamedia Group), 2018, h. 111
26 Moh.Mufid, ‘Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer’, h.112
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sebagai satu kesatuan dan menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya serta
semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya tidak dapat dipisah-pisahkan.
Pada dasarnya, berbagai jenis akad terbentuk secara alami seiring dengan
perkembangan interaksi antar manusia atau pihak-pihak untuk memenuhi
kebutuhan masing-masing menurut cara yang disepakati bersama. Selaras dengan
karakteristik dasar bermuamalah yang bersifat inovatif, juga sejalan dengan
kaedah al-as/ fi ’'l-mu’amalah al-ibahah illa an yadulla daltl ‘ald tahrimiha
(menurut asalnya semua bentuk muamalah hukumnya boleh kecuali jika ada dalil
yang menunjukkan keharamannya).?’ Maka, sudah barang tentu ada akad-akad
baru yang perlu menjadi obyek pembahasan fikih muamalah kontemporer.
Mengantisipasi banyaknya akad baru yang dimungkinkan bermunculan maka
dalam fikih muamalah ada pengkategorian akad menjadi dua kategori. Pertama,
‘Uqiid Musamma (akad-akad yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang
oleh Syara’ sudah diberi nama dan sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan
hukumnya. Kedua, ‘Uqtd Ghayr Musamma (akad-akad selain yang sudah ada
namanya) yakni akad-akad yang tidak dberikan namanya secara tertentu atau tidak

ditentukan hukum-hukum tertentu oleh Syara.
c. Macam Macam Multi Akad

Al-Imrani dan Hasanuddin membagi multi akad dalam lima macam yaitu:
1) Akad bergantung atau akad bersyarat (al-uqud al-mutagabilah). Dalam
fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah

banyak. Banyak ulama telah membahas hal tersebut baik yang berkaitan

27 Dewan Swan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) hampir selalu
menyertakan kaedah ini sebagai salah satu dasar fatwa yang ditetapkan.



2)

3)

4)
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dengan hukumnya atau model pertukarannya. Misalnya antara akad
pertukaran dengan akad tabarru’, antara akad tabarru’ dengan akad
tabarru’.?

Akad terkumpul (al-‘uqud al-mujtami’ah), yaitu multi akad yang
terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu
akad dan pula terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki
akibat hukum yang berbeda misalnya gabungan akad jual-beli dan
sewa.?®

Akad berlawanan (al-uqud mutanaqgidhah), akad tersebut dilarang dalam
syariah dan akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad.*°
Akad berbeda (al-uqud al-mukhtalifah), yang dimaksud dengan multi
akad mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang
memilki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad atau
sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli.3!
Akad sejenis (al- ‘uqud al-mutajanisah), yaitu akad-akad yang mungkin
dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi didalam hukum
dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis
akad seperti akad jual-beli dan akad jual-beli. Multi akad jenis tersebut
juga terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau

berbeda.3?

28 Nur Wahid, ‘Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah’, h.25
29 Nur Wahid, ‘Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah’, h.26
30 Moh.Mufid, ‘Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer’, h.114
31 Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,..., h.27
32 Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,..., h.29
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d. Hal Hal Yang Dapat Merusak Akad

Terdapat sejumlah hal yang dapat merusak keridhaan pihak yang berakad,
yaitu adanya pemaksaan, adanya kesalahan, dan adanya peni-puan. Dalam KHES
disebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian,

tidak mengandung unsur-unsur yang merusak akad, antara lain:

1. Kekhilafan yang terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok
perjanjian. Apabila tidak mengenai hakikat yang menjadi pokok
perjanjian, maka tidak mengakibatkan batalnya suatu akad.

2. Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak
diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat
menyebabkan batalnya akad apabila: a)pemaksa mampu untuk
melaksanakannya; b) pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat
bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkan-nya
apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut; ¢) yang di-ancamkan
menekan dengan berat jiwa orang yang diancam hal ini tergantung
kepada orang perorang; d) ancaman akan dilaksanakan secara serta-
merta; e) paksaan bersifat melawan hukum.

3. Penipuan adalah memengaruhi pihak lain dengan tipu daya un-tuk
membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk ke-
maslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan
merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang

dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan
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nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan
tipu muslihat.
Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi

dan imbalan prestasi dalam suatu akad.*

e. Batasan Batasan Multi Akad

Para ulama membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan

secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan

tersebut menjadi status multi akad yang mana saja diperbolehkan dan mana yang

dilarang.

berikut :

a)

b)

Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai

Multi akad dilarang karena nash agama, yaitu sebuah multi akad tidak
boleh secara lahiriah dilarang oleh dalil syara’ Sebagaimana dalam
sebuah hadist Nabi SAW. yang secara jelas menyatakan tiga bentuk
multi akad yang dilarang seperti multi akad dalam jual-beli (bai’) dan
pinjaman, dua akad jual-beli dalam satu akad jual-beli dan dua transaksi
dalam satu transaksi.>*

Multi akad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang
haram, misalnya hilah ribawiyah (mensiasati riba).

Multi akad yang menghantarkan pada yang haram seperti riba, meskipun

akad-akad yang membangunnya adalah boleh.

33 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.51-52

3 Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, Fikih Muamalah ( Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.204
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d) Multi akad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling
bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad salaf
dan jual-beli. Dua akad tersebut mengandung hukum yang berbeda. Jual-
beli ialah kegiatan mu’amalah yang kental dengan nuansa dan upaya
perhitungan untung dan rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial
yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan
mulia yang tergong dalam akad tabarru.®®

3. Teori Gadai Emas
a. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai Emas

Gadai dalam bahasa arab dikenal juga dengan lIstilah rahn atau dikenal
juga dengan istilah al-habsu. Secara etimologi, ar-rahn artinya tetap dan lama,
sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga
dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Gadai emas syariah
adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang
berharga (berupa emas) dari nasabah (ar-rahin) kepada bank (al-murtahin) untuk
dikelola dengan prinsip ar-rahn vyaitu sebagai jaminan (al-marhun) atas
peminjam/utang (al-marhun bih) yang diberikan kepada nasabah tersebut. Ar-rahn
merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan
sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.

Gadai emas pada bank syariah merupakan Transaksi yang terdiri dari

beberapa akad atau penggabungan dari beberapa akad yang meliputi akad Rahn,

35 Nur Wahid, ‘Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah’, h. 41
% Abdul Ghofur Anshori. Gadai Syariah di Indonesia Konsep,Implementasi,dan
Institusionalisasi. (Yogyakarta: Gadjah Mada University,2011) h.153
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Qard dan ljarah. Pertama, akad rahn berfungsi sebagai akad pengikat/penjaminan
jaminan emas. Kedua, akad qard berfungsi sebagai akad pemberian pinjaman.
Ketiga, akad ljarah berfungsi sebagai penetapan sewa tempat khazanah (tempat
penyimpanan barang) atas penitipan tersebut.
1) Akad Rahn
a) Pengertian Rahn

Ar-Rahn secara bahasa artinya bisa as-subut dan ad-dawam (tetap),
dikatakan ma’un rahinun (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), halatun
rahinatun (keadaan yang tetap), atau ada kalanya bcrarti al-habsu dan al-luziim
(menahan). Menurut Wahbah az-Zuhaili, ar-rahnu menurut istilah syara' adalah,
menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa
dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan al-'ain (barang, harta
yang barangnya berwujud kongkrit, kebalikan dari ad-dain atau utang) yang
memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai wasigah (pengukuhan, jaminan)
utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh
atau sebagian utang yang ada.®’

Rahn (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa
yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar
dengan sesuatu. Rahn juga termasuk akad ainiyah yaitu dikatakan sempurna
sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-

meminjam, titipan, dan qgirad. Semua akad tabarru’ (derma) yang dikatakan

37 Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,..., h. 66
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sempurna setelah memegang (al-gabdu), sesuai kaidah (tidak sempurna tabarru’,
kecuali setelah pemegangan).®
Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana
transaksi dalam bank syariah. Suatu transaksi bank syariah dikatakan scsuali
dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:
a. Transaksi tidak mengandung kezaliman.
b. Bukan riba.
c. Tidak membahayakan pihak sediri atau pihak lain.
d. Tidak ada penipuan (garar).
c. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
f. Tidak mengandung unsur judi (maisir).
b) Dasar Hukum Rahn
Pertama dasar hukum rahn adalah Al qur’an Para ulama figh
mengemukakan bahwa akad ar-rahn dibolenkan dalam Islam berdasarkan

ketentuan di dalam Q.S. Al-Bagarah/2:283. yaitu:

2l a8 el il any oy G40 L AL (b LGS 15005 205 i e SR G5

PR P 24 €385 ul TEHG_ oA2w o %’ 2 R\ PP WAt
eaile ¢ 5lard Ly 5 A8 25 008 a8 Fa s algall 1,86 Y 570 A (il

Terjemahannya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak
mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia
bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian

38 Adrian Sutendi, Hukum Gadai Syariah. (bandung:Alfabeta,2011) h. 24
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karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Bagarah :283)%

Ayat di atas menjelaskan mengenai mu’amalah atau transaksi yang
dilakukan secara tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru
tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan atau
jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang.

Peristiwa Rasulullah SAW merahn-kan baju besinya merupakan kasus ar-
rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW,

sebagaimana diriwayatkan oleh HR. Bukhari, yaitu:

Ge Glak o5 ally adle ) L A0 G e U ) Auile G

238 (e B 5045 55 Jal ) o0 s

Artinya: "Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan secara tidak
tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya" (HR. Bukhari).*
Dasar hukum rahn selanjutnya adalah Ijma ulama. Berdasarkan dalil al-
Qur’an dan hadis di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya
dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya.
Demikian juga jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu, khusus
dilndonesia ada Majelis Uluma Indonesia yang menjadi acuan dalam melakukan

transaksi akad akad ekonomi syariah dengan fatwa yang dikeluarkannya. Adapun

39 Kementrian Agama, Alqur,an dan Terjemahannya 2019
40 Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-
Muslim, (Jakarta: Darul-Falah, 2002), h.660
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fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar rahn
adalah sebagai berikut:

Fatwa DSN-MUI:

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang

dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun
(barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang)
dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya,
Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin,
dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan
biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan Marhun
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk

segera melunasi utangnya.
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun

dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
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c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya

menjadi kewajiban Rahin.*

¢) Rukun dan Syarat Rahn
Berikut rincian dan penjelasan mengenai Rukun dan syarat yang menyertai

akad rahn

a. Rahin (nasabah). Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan
berakal.

b. Murtahin (Bank Syariah atau lembaga Keuangan Syariah). Bank atau
lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk rahn sesuai
dengan prinsip syariah.

c. Marhun bih (pembiayaan). Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin
harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh rahn. Dalam hal
rahin tidak mampu mengembalikan pcmbiayaan yang telah diterima
dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat
djual sebagai sumber pembayaran.

d. Marhun (Barang jaminan). Marhun merupakan barang yang digunakan
sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan

pembiayaan.

41 Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/1V/2001 tentang Ar-rahn... h. 3
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2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.

3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.

4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.

5) Agunan mcrupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran
dibebcrapa tempat.

6) Agunan harus dapat discrahterimakan baik fisik maupun

manfaatnya.

e. Sighat (akad). Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga
dengan waktu dimasa mendatang.*?

d) Ketentuan Umum Rahn

a. Murtahin (pencrima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun
(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang)
dilunasi.

b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya
marhun tidak bolch dimanfaatkan olch murtahin kecuali seizin rahin,
dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu
sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin,
sedangkan biaya dan pemcliharaan pcnyimpanan tetap mcnjadi

kewajiban rahin.

42 Nur Wahid, ‘Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah’, h. 69
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d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan Marhun, yaitu:
1. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk
segera melunasi utangnya.
2. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhiin dijual.
3. Hasil penjual marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya

menjadi kewajiban rahin.*®
e) Berakhirnya akad Rahn

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian
tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula perjanjian
gadai, namun batalnya hak gadai sangat berbeda dengan hak-hak yang lain.

Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila:

a. Hutang-piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.

b. Marhun keluar dari kekuasaan murtahin.

c. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dari kewajibannya.
d. Marhun tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang

kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

4 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan
Praktis Cet-2 (Jakarta: kencana,2013), h. 278-279
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Menurut Sayyid Sabig bahwa ada beberapa hal yang dapat membuat hak
gadai berakhir apabila:

a. Rahin telah melunasi semua kewajibannya kepada murtahin.

b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.

c. Baik rahin dan murtahin atau salah satunya ingkar dari ketentuan
syara’ dan akad yang telah discpakati oleh keduanya.

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi

hal-hal sebagai berikut:

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang
waktu.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.

c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
1) Akad itu fasid.
2) Berlaku khiyar syarat, khiyar ‘aib.
3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
4) Telah tercapai tujuan akad itu secara scmpurna.
5) Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh

ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.**
2) Akad Qard
a) Pengertian akad Qard
Bentuk pinjaman dalam Islam ada dua jenis: pertama, al-ariyah. la berupa

pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa

4 Nur Wahid, ‘Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah’, h. 73
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imbalan kepada peminjam. Hak pemilikan tcrhadap objek yang dipinjamkan
masih kekal kepada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab
terhadap scgala kcrusakan atau nialai barang menjadi berkurang. Jenis pinjaman
kedua, yaitu gard, yang menjadi pembahasan berikut:

Makna al-gard secara kebahasaan (etimologi) ialah al-gat’'u yang artinya
potongan atau terputus. Al-gard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan
oleh bank syariah dalam membantu pcngusaha kecil. Al-gard adalah pinjaman
dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok
pinjaman sccara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam
pengertian lain, al-gard adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi
yang boleh dianggarkan an diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan
(Fungible Commoditics). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan
objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium

(tambahan) terhadap harta yang di pinjamkan.*°

b) Dasar Hukum akad Qard
a. Q.S. al-Hadid/57: 11
£ 8 550 A5 40 el Uit U i ) Gy o301 5
Terjemahannya: “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan

pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya
(diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).” ( Q.S. al-Hadid/57: 11)

4Syukri Iska, Sistem perbankan Syariah di Indoncsia dalam Perspektif Fikih Ekonomi
(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 177



36

b. Al hadis

O ol G gD 0B G Gl G llle JASN e G ) AT JLall o208 4]
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Artinya: “Telah Menceritakan Kepada Kami Hisyam Bin Ammar berkata telah
menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah mcnceritakan
kepadaku 'Utbah bi Humaid ad dabbi dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna i ia
berkata," Aku bertanya kepada Anas bin Malik; "scorang lelaki dari kami
meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang
memberi pinjaman?” Anas berkata,”Rasulullah SAW bersabda;"Apabila salah
seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah
kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia

menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara
keduanya sebelum itu.” (HR. lonu Majah).*®

c. Ijma
Para ulama telah menyepakati bahwa gard boleh dilakukan. Kesepakatan
ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan
bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia
butuhkan. Oleh karcna itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian.
d. Fatwa DSN-MUI
1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugtaridh)
yang memerlukan.
2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima
pada waktu yang telah disepakati bersama.

3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

46 Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,..., h. 62
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4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang
perlu.

5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.*’

¢) Rukun Dan Sayarat Qard

Rukun akad gard yaitu:

1) Pemilik Barang (mugrid).

2) Yang mendapat barang atau peminjam (mugqtarid).

3) Serah terima (ijab gabul).

4) Barang yang di pinjamkan (gard).

Syarat akad gard adalah sebagai berikut:

1) Besarnya timbangan (al-gardu) harus di kctahui dengan takaran,
timbangan, atau jumlahnya.

2) Sifat pinjaman (al-gardu) dan usianya harus diketahui jika dalam
bentuk hewan.

3) Pinjaman (al-gardu) tidak sah dari orang yang tidak mcmiliki sesuatu

yang bisa di pinjam atau orang yang tidak normal akalnya.*®

47 Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/1V/2001 tentang Al-Qardh... h. 2-3
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d) Berakhirnya Akad Qard

Akad gard berakhir apabila gard yang ada pada debitur atau pcminjam
telah diserahkan atau dikembalikan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada
jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika
peminjam meninggal dunia maka qard yang belum dilunasi akan menjadi
tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.

Penjelasan di atas terutama di bagian dasar hukum gard seperti pada hadis
di atas yang artinya, “Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada
seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik
keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya
kecuali jika hal.) Dalam mekanisme gard dalam aplikasi bank syariah juga
dijelaskan, pinjaman gard merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan
adanya imbalan, namun bank dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak
dipersyaratkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa akad gard merupakan
bagian dari jenis akad tabarru (tolong menolong) yang dimaksudkan hanya untuk
membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan,
haram bagi yang yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan,
apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Dia akan menerima
kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan, tidak lebih dari itu. Menurut
Jumhur Ahli Fikih, juga tidak boleh memberi persyaratan dalam qard, karena ini

merupakan sumbangan dan bantuan murni, kecuali persyaratan waktu*°

48 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia
Indonesia,2012), h.178-179.
4 Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,..., h. 65
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3) Akad ljarah
a) Pengertian ljarah

Sewa (ijarah) secara bahasa berasal dari kata al-ajru artinya 'ganti, upah
atau menjual manfaat, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (al-jazau ‘alal
‘amal) dan pahala (sawab). Dalam bentuk lain, kata ijarah juga biasa dikatakan
sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan
lain dari al-ajru tersebut adalah “ganti” (al-'iwad), baik ganti itu diterima dengan
didahului oleh akad atau tidak.

ljarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai
bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan
(al-'agdu ‘alal manafi' bi al-iwad) atau akad pcmilikan manfaat dengan imbalan
(tamlik al-manfa‘ah bi al-iwad). Singkatnya secara bahasa, ijarah didefinisikan
sebagai hak untuk memperoleh hak. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga
orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dar suatu barang/benda. Semua
manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu

Secara terminologis para fugaha berbeda-beda dalam mendefinisikannya
meskipun pada dasarnya menunjukkan pada makna yang sama, yakni: menjual
manfaat, menjual tenaga atau kekuatan.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak
guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.>® Menurut

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka

50 M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan (Jakarta: Takiyah
Intitut, 1999), h.155
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waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN), Akad
ljarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan mustajir atau antara musta'jir
dengan a’jir untuk mempertukarkan manfa'ah dan ujrah, baik manfaat barang

maupun jasa.>!

Menurut Imam Syafi'i gambaran akad ijarah adalah pengambilan upah dari
pcngajaran bcerhitung, khat, bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun masjid,
menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah bolch.
Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm juga membolchkan mengambil upah
sebagai imbalan mengajarkan al-Quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis

imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.®

b) Dasar Hukum ljarah

1) Q.S. Al-Kahfi/18: 77
S5 151as L8 135 58 Wb 3l 1 1 5ala AT LeadaiP 4558 a1 U1 13) st llaita
Al aale AR s 51 JEAAEGE feadl

Terjemahannya:”Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke
penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi
mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding
(rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa)

berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”
(Q.S. Alkahfi/18: 77).>

51 Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYX/2017 tentang ijarah.. h. 3
52 Hendi Suhendi, Figh Muamalah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 120
53 Kementrian Agama, 4lqur’an dan terjemahan... 2019
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2) Hadis Riwayat ibnu majah dari ibnu umar, bahwa Nabi bersabda:

mLua;GA....J\A_LL.cwmwmjuhwmujl\wwbd\uh

«U\émstﬂ‘dy_)&&&w’/ A.U\LcucM\uceSu\qu‘)qu;J\

- VS IS ;,;;i sa¥ kel Ak 4k
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad Dimasyqi
berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bi Sa'id bin Athiyah as-Salami
berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bi Aslam dari
Bapaknya dari abdullah bin Umar ia berkata,” Rasulullah SAW bersabda,”
Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. lbnu
Majah).>*

Ayat dan hadis diatas merupakan dasar atau nash dibolehkannya
pengambilan upah atau jasa sewa. Jika kita lihat begitu pentingnya pemberian
upah sampai sampai ada penekanan pembayaran upah sebelum kering keringat
pekerja.

3) Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUY 1X/2017

a) Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad ljarah adalah akad sewa antara mu'jir dengan musta jir atau
antara musta'jir dengan a’jir untuk mempertukarkan manfa‘ah dan
ujrah, baik manfaat barang maupun jasa.

2. Mujir (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik
mu’jir yang berupa orang (Syakhshiyah thabi‘iya/Unatuurlijke
persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan
hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/
syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).

3. Musta'jir adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat

barang) dalam akad ijarah 'ala al-a'yan atau penerima jasa dalam

> Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,..., h. 76
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akad ijarah ‘'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash, baik musta'jir
berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun
yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah
hukmiyah/ rechtsperson).

Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah 'ala al-
a'mal/ijarah ‘ala al-asykhash, baik ajir berupa orang (Syakhshiyah
thabi‘iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan
orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
(Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson).
Manfa'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan
dan pekerjaan (jasa) ajir.

Mahall al-manfa'ah adalah barang sewa/barang yang dijadikan
media untuk mewujudkan manfaat dalam akad ijarah ‘ala al-a'yan.
ljarah 'ala al-a'yan adalah akad sewa atas manfaat barang.

ljarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-a'mal adalah akad sewa atas
jasa/pekerjaan orang.

ljarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT) adalah akad ijarah atas
manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas
barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad
ijarah.

ljarah maushufah fi al-dzimmah (IMFD) adalah akad ijarah atas

manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada
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saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas
dan kualitas).

11. ljarah tasyghiliyyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang
tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa
kepada penyewa.

12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh
manfaat atas suatu jasa.

13. Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mu'jir
karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

14. Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mu’jir
karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik
atau wali atas pemilik.*®

b) Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk ljarah

1. Akad ljarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad ijarah 'ala al-
a'yan dan akad ijarah ala al-a'mal/ijarah’ ala al-asykhash.

2. Akad ljarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad Ijarah
tasyghiliyyah, ljarah muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT), dan ljarah
maushufah fi al-dzimmah (IMFD).

c) Ketentuan terkait Shighat Akad ljarah
1. Akad ljarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti

oleh Mu'jir/Ajir dan Musta'jir.
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2. Akad ljarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan
perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.>®

d) Ketentuan terkait Mu'jir, Masta'jir dan Ajir

1. Akad ljarah boleh dilakukan oleh orang (Syakhshiyah thabi‘iyah/
natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum ( Syakhshiyah
i'tibariah / syakhshiyah hukmniyah / rechtsperson ) berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mu'jir, Musta jir, dan Ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mu'jir wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad
ijarah baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah.

4. Mu'jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.

5. Musta'jir wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujrah.

6. Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau
melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.®’

e) Ketentuan terkait Mahall al-Manfa'ah dalam ljarah'ala al-A'yan

1. Mabhall al-manfa’ah harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan

dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah

(mutagawwam).

56 Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYX/2017 tentang ijarah.. h. 4
S’Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUYIX/2017 tentang ijarah.. h. 4-5



2.

45

Mahall al-manfa’ah sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di
serah terimakan (maqdur altaslim) pada saat akad atau pada waktu

yang disepakati dalam akad ijarah maushufah fi al-dzimmah.

f) Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

1.

Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang)
secara syariah (mutagawwam).

Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh Mu jir dan
Musta'jir/Ajir.

Tata caru penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus
disepakati oleh Mu'jir dan Musta'jir.

Musta'jir dalam akad ijarah 'ala al-a'yan, boleh menyewakan
kembali (al-ijarah min al-bathin) kepada pihak lain, kecuali tidak
diizinkan (dilarang) oleh Mu jir.

Musta'jir dalam akad ijarah ‘ala al-a'yan, tidak wajib menanggung
risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali

karena al-ta'addi, al-tagshir, atau mukhalafat al-syuruth.®

g) Ketentuan terkait ‘Amal yang Dilakukan Ajir

1.

'‘Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan Ajir harus berupa
pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

'‘Amal yang dilakukan Ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, dan

ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
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3. 'Amal yang dilakukan Ajir harus berupa pekerjaan yang sesuai
dengan tujuan akad.

4. Musta'jir dalam akad ijarah 'ala al-a'mal, boleh menyewakan kembali
kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh Ajir atau
peraturan perundang-undangan.

5. Ajir tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul
karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena al-ta'addi, al-
tagshir, atau mukhalafat al - syuruth.

h) Ketentuan terkait Ujrah

1. Ujrah boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang
boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutagawwam) dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka
nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan
diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

3. Ujrah boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh
berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang
belum diterima oleh Musta’jir sesuai kesepakatan.

i) Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk
1. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan ijarah,

berlaku dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat dalam
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fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan
ljarah.

2. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku
dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-
MUI  Nomor 27IDSN-MUI /I11/2002 tentang al-ljarah al-
Muntahiyyah bi al-Tamlik. 3. Dalam hal akad rjarah dipraktikkan
dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku dhawabith dan hudud
ljarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-
MUI/V11/2004 tentang Pembiayaan Multij asa.

3. Dalam hal akad ljarah dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku
dhawabith dan hudud rjarah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-
MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-ijarah al - Mau
shufah fi al - dzimmah.

4. Dalam hal akad ijarah dipraktikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR
Inden, berlaku dhawabith dan hudud ijarah sebagaimana terdapat
dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad
al-ljarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan
Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.

j) Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika

terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan
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syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih
dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.>®

¢) Rukun dan Syarat ljarah
Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, yaitu dengan lafal
ijarah, isti'jar, iktira' dan ikra'. Sedangkan rukun ijarah menurut mayoritas ulama
ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), sighat (ijab dan
kabul), upah, dan manfaat barang. Sedangkan syarat-syarat dari Ijarah adalah:

a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk
melakukan akad ijarah.

b. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna,
sehingga tidak muncul perselisihan.

c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan terscbut, baik
untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakan atau
meminjamkan.

d. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (ijarah ‘ala al-
‘amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual (fardu ‘ain) bagi

orang tersebut seperti shalat atau puasa.

59 Fatwa DSN-MUI NO: 112/DSN-MUY1X/2017 tentang ijarah.. h. 6-7



49

e. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat
disewakan.

f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.®

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai bentuk

pembiayaan. Pertama, beberapa syarat harus di penuhi agar hukum-hukum syariah
terpenuhi, dan yang pokok adalah:

a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan
terebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah
pihak.

b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung
jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat
memberi manfaat kepada penyewa.

c. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang berangkutan berhenti
memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset terebut rusak dalam
periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku, dan

d. Aset tidak bolih dijual kepada penyewa dengan harga yang ditctapkan
sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual,
harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.5!

Syarat-syarat di atas mengisyaratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset

tidak memperoleh keuntungan tertentu yang dtetapkan sebelumnya. Tingkat
keuntungan (rate of return) baru dapat diketahui setelahnya. Kedua, sewa aset

tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

0 Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,..., h. 77
1 Nur Wahid, Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah,..., h. 77
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a. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang
berangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa
produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual
pada saat aset tersebut masih produktif.

b. Pemilik aset itu tidak tahu pasti sampai kapan aset terebut dapat terus
disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama
berakhir, pcmilik belum tentu langsung mcndapatkan penyewa
berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah
mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.®

d) Berakhirnya Akad ljarah
ljarah. adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan
adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah. merupakan akad pertukaran,
kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh ljarah. Akan menjadi batal
(fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan
penyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan
sebagainya.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang
diupahkan untuk dijahitkan.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang

ditentukan dan selesainya pekcrjaan.

62 Ascarya, Akad dan produk Bank Syariah... h. 101
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e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti
yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang
mencuri, maka ia dobolehkan memfasakhkan sewaan itu.®?

Dilihat dari penjelasan di atas dapat pahami bahwa akad ijarah merupakan
bagian dari jenis tijari, hal ini bisa dilihat beberapa karakteristik, dari segi bahasa
berasal dari kata al-ajru artinya 'ganti, upah atau menjual manfaat yaitu imbalan
terhadap suatu pekerjaan. Dalam fikih klasik tijari dikenal dengan mu‘awadah
yaitu menghitung pokok harga sebanding dengan pemberian yang diperjanjikan
olch kedua belah pihak yang melakukan akad, kedua bclah pihak saling
mempertukarkan aset yang dimilikinya karena objek pertukarannya (barang
maupun jasa). Olch karena sifatnya yang komersil sehingga akad ini digunakan
untuk mencari keuntungan.

4. Teori Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara umum kita mengenal ekonomi syariah adalah sistem perekonomian
yang menjalankan transaksinga berlandaskan syariah Islam. Andri soemitra dalam
bukunya Hukum Ekonomi Syriah dan Figh Muamalah mendefinisikan ekonomi
syriah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan,
kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum
dalam rangka memenuhikebutuhan bersifat komersial dan tidak komersial
menurut prinsip syariah. Lebih lanjut Andri soemitra menjelaskan hukum

ekonomi syariah adalah Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik

63 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah... h. 122
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ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan

tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.®*

b. Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah seperangkat ajaran Islam yang

mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi umat Islam. Dengan

demikian salah satu yang menjadi acuan dalam transaksi ekonomi syariah adalah

prinsip prinsip yang telah diatur dalam hukum ekonomi syariah. Berikut beberapa

prinsip dalam ekonomi syariah:

1)

2)

Ketuhanan (tauhid), Yaitu bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi
mesti berdasrkan pada nilai nilai ketuhanan. Segala kegiatan
ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi,
distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan
ketentuan dan nilai nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan
bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang
mengintegrasikan nilai nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas
ekonomi manusia.

Kemaslahatan, adalah berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak
kerusakan bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang
ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau

membatalkan segala Tindakan manusia dalam rangka mencapai

4 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syriah dan Figh Muamalah. (Jakarta Timur:
Prenadamedia Group,2019), h. 1-2
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tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal harta benda dan
keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang
memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar
serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan
datang.

3)  Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas
dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawa. Dunia beserta
isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia.
Manusia adalah khalifah Allah dibumi yang ditugaskan mengelola
dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya
yaitu Allah SWT.

4)  Keadilan, Yaitu terpenuhinya nilai nilai keadilan dalam seluruh
aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan
seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam
berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada

pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.®

6 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syriah dan Figh Muamalah... h. 8



C. Kerangka Pikir
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Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BSI Mamuju

l

Transaksi Gadai Emas

v

Penerapan Multi Akad

e Akad Rahn
e Akad Qard
e Akad ljarah

Tinjauan Ekonomi Syariah

Tabel 2 Bagan Kerangka Pikir
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai
penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian field research atau
penelitian lapangan untuk mengetahui implementasi multi akad gadai emas
dan penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan gadai emas pada
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju. Artinya
penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan
menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan
mempelajari  dokumentasi. ® Metode kualitatif digunakan untuk
mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.®’
Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk menggali informasi dari hasil
wawancara lapangan untuk mendapatkan data yang lebih valid dan
mendalam. Selaitu itu, penelitian ini juga menggunakan library research
atau penelitian kepustakaan untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah
terhadap metode multi akad.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan
studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan
yang digunakan untuk menggambarkan kasus yang diteliti peneliti

melakukan observasi secara langsung untuk menggali informasi mendalam

% Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, 7th ed. (Jakarta: Bumi
Aksara, 2004).
57Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012).
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tentang kasus yang diteliti kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah

solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.®®
B. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan sejumlah proposisi yang menjelaskan
bagaimana dunia dihayati (perceived); mengandung pandangan mengenai
dunia (world view), suatu cara untuk memecah-mecah kompleksitas dunia
nyata, menjelaskan apa yang penting apa yang memiliki legitimasi, dan
apa yang masuk di akal.®® Paradigma juga dapat berarti cara pandang
mengenai suatu hal dengan dasar tertentu. Penggunaan paradigma yang
berbeda akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula mengenai
sesuatu. Paradigma penelitian kualitatif, berupa pengungkapan realitas
tanpa melakukan pengukuran yang baku dan pasti. © Penelitian ini
menggunakan paradigma interpretatif. Penggunaan paradigma interpretatif
ini didukung dengan paradigma ilmu sosial dengan berupaya menganalisa
sistematis mengenai kehidupan sosial yang bermakna melalui observasi
terperinci dan langsung dalam latar yang alamiah, sehingga dapat

memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai dunia sosial tersebut.

8 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, 7th ed. (Jakarta: Bumi
Aksara, 2004).

%9 Sarantakos, Social Research (Melbourne: Macmillan Education Australia Pty., Ltd,
2015).

%Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2014).

LW. Lawrence Neuman, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan
Kuantitatif Edisi Ketujuh Terj. Edina T. Sofia (Jakarta: PT Indeks, 2017).
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C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan pada fokus, tujuan, serta
kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan
dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek
yang akan diteliti. Data primer yaitu data yang diambil langsung oleh
peneliti yang akan dilakukan pengelohan langsung terhadap data
tersebut, seperti sumber data dari hasil wawancara. Dalam penelitian
ini data primer yang digunakan yaitu melakukan wawancara yang
ditujukan kepada pegawai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor
Cabang Mamuju sebanyak 4 orang serta nasabah 15 orang’2 yang
berada di Kabupaten Mamuju.

Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam
bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.
Seperti halnya dengan penelitian ini data sekunder diambil dari buku,

tesis, jurnal dan data-data lain yang menyangkut dengan penelitian.

2023
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D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini yang dimulai dari tahapan pengumpulan data,
pengelolaan data, penyajian data hingga penarikan penarikan
kesimpulan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 Bulan lamanya
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor

Cabang Mamuju Yang berada di Kabupaten Mamuju.
E. Instrument Penelitian

Instrument atau alat penelitian dalam penelitian jenis kualitatif
adalah peneliti itu sendiri. Olehnya itu, peneliti juga harus divalidasi
terkait dengan seberapa jauh kesiapan peneliti untuk melakukan penelitian
langsung di lapangan, juga divalidasi dari segi pemahaman peneliti tentang
penelitian kualitatif penguasaan wawasan tentang bidang yang diteliti dan

kesiapan peneliti baik secara akademik maupun kesiapan logistik.
F. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahapan Persiapan
a. Menyusun rancangan penelitian
b. Memilih lapangan
c. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan

d. Menyusun kepustakaan terkait penelitian
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e. Menyusun bahan penelitian yang akan dilakukan
2. Tahapan Pelaksaan Penelitian
a. Memahami dan memasuki lapangan
b. Mengumpulkan data dari narasumber yang bersangkutan
3. Tahapan Akhir
a. Melakukan pengolahan data hasil penelitian lapangan
b. Melakukan analisis terhadap data (reduksi data, display data,
analisis data)
c. Mendeskripsikan data hasil peneltian
d. Mengambil kesimpulan dan melakukan verifikasi data

e. Meningkatkan keabsahan hasil penelitian (uji keabsahan data)
G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan
dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.”® Observasi adalah
mengamati kejadian, gerak, atau proses.’* Observasi diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang
tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan
pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat
langsung situasi lapangan yaitu Transaksi Gadai Emas pada PT Bank

Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju yang menjadi informan

3Sanafiah Faizal, Format-Format Penelitian Sosial, 5th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2001).

"Suharsimi Arikunto, Proses Penelitian Suatu Pendekatan, 8th ed. (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006).
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penelitian ini. Selanjutnya hasil obeservasi diolah sebagai sumber data
pendukung data-data wawancara atau dokumentasi dalam penelitian
yang sedang dilakukan.
Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data,
wawancara mencakup cara-cara yang dipergunakan seseorang untuk
tujuan tertentu mencoba untuk mendapatkan keterangan secara lisan
dari seorang informan. Dapat dikatakan bahwa wawancara adalah
suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan
sumber informasi atau orang yang diwawancarai, melalui komunikasi
langsung. Seperti juga teknik pengumpulan data yang lain, wawancara
merupakan salah satu cara yang baik dan tepat apabila peneliti
menginginkan informasi yang dalam dan mendetail tentang suatu objek
penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan
instrumen berupa panduan wawancara lapangan. Dalam penelitian ini,
wawancara dilakukan kepada beberapa Pegawai PT Bank Syariah
Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju di Kabupaten Mamuju.
Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah
berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalkan catatan
harian, sejarah kehidupan, ceritra, biografi, peraturan, kebijakan

publik, yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup, sketsa,
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dan lain lain.” Dokumentasi merupakan teknik untuk mendapatkan
data yang berupa catatan, foto atau gambar. Adapun dokumentasi yang
dibutuhkan dalam penelitian ini berupa foto-foto dokumentasi
dilakukan pada saat pengambilan data penelitian di lapangan, berkas-

berkas atau dokumen apa saja yang terkait dengan penelitian, dll.
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian
dasar. Penafsiran data merupakan pemberian makna yang signifikan
terhadap analisis, penjelasan pola uraian, dan pencarian hubungan
antardimensi-dimensi uraian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data
yang digunakan ialah analisis data kualitatif model Miles dan Hubermen
yang meliputi tiga hal yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Miles dan Hubermen menjelaskan bahwa reduksi data diartikan
sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan tranformasi data yang muncul dari catatan-catatan
tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Menurut Miles dan Hubermen penyajian data merupakan

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini

5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012).
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dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu
bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat
mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (Condution Drawing)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan
kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam
penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah

diteliti menjadi jelas.
Teknik Pengujian Keabsahan Data

Metode uji kebasahan data meliputi kredibilitas data (validasi
internal), uji dependabilitas (reabilitas) data, uji transferabilitas (validasi
eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas), namun yang
utama adalah uji kredibilitas data. Pengujian data dilakukan sebagai suatu
langka atau proses apakah benar-benar dilakukan oleh peneliti dilapangan
atau tidak. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif
merupakan bentuk pengoreksian terhadap data yang ditemukan di
lapangan yang berkenaan dengan kredibilitas data.’® Adapun pengujian
keabsahan data penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data yang

meliputi uji triangulasi sumber dan waktu.

8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012).



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

1. Mekanisme dan Sistem Gadai Emas

Gadai Emas PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju
merupakan salah satu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan
skema gadai dengan menggunakan tiga akad yaitu: Rahn, Qard dan ljarah.
Atau kita kenal dengan skema multi akad. Akad Qardh berfungsi sebagai akad
antara bank dan nasabah dalam pemberian pinjaman dana tanpa imbalan
dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara
sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.’” Jangka waktu gadai emas
yaitu empat bulan dan dapat diperpanjang selama empat bulan berikutnya
dengan cara membayar ujrah (biaya titip). Pembayaran ujrah ini tidak
mengurangi pokok pinjaman dari nasabah berbeda dengan pembiayaan pada
umumnya pembayarannya tiap bulan dan mengurangi pokok dan margin.

Proses gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang
Mamuju dibagi empat bagian yaitu: Proses cair baru, Proses perpanjangan
gadai, proses penyimpanan jaminan gadai emas dan Proses pelunasan gadai
emas. dari ketika nasabah datang kekonter layanan gadai emas mengajukan

permohonan gadai emas.

77 PT Bank Syariah Indonesia Thk. Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3,.
(Jakarta: Pawning Group 2023) h. 16
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a. Proses Cair Baru Gadai Emas

Tahapan awal proses pencairan gadai emas dimulai ketika nasabah
datang ke konter layanan gadai emas kemudian dilayani oleh petugas gadai
yaitu Pawning Apraisa (PA). Petugas PA melakukan penaksiran terhadap
emas yang dibawa oleh nasabah tadi sebagai barang jaminan setelah nilai
taksiran diketahui maka disampaikan kepada Pawning Sales Officer (PSO)
sebagai pemutus atas nilai taksiran terhadap emas. Setelah disetujui oleh PSO
maka disampaikan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
Begitulah proses awal yang disampaikan oleh Muhammad Akhsan PA konter
layanan gadai PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju.

Awalnya nasabah datang bawa emas terus saya taksir emasnya dari hasil

taksiranku saya sampaikan ke managerku kalau disetujui taksiranku baru

saya sampaikan ke nasabah berapa yang bisa diambil nah kalau nasabah
setuju baru lanjut ke proses selanjutanya.”

Kriteria barang jaminan gadai emas berupa emas lantakan atau koin
emas dan perhiasan (emas merah dan emas kuning) dengan karatase minimal
16 karat sampai 24 karat.”® Emas yang tidak sesuai kriteria tersebut belum bisa
diterima sebagai barang jaminan gadai emas di PT Bank Syariah Indonesia
Thk Kantor Cabang Mamuju Kriteria emas gadai dapat kita lihat dalam tabel

dibawah ini.

78 Muhammad Akhsan. “Pawning Apraisal PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor
Cabang Mamuju,” Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.

% PT Bank Syariah Indonesia Thk. Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3,
(Jakarta: Pawning Group 2023) h. 32



NO JENIS EMAS/AGUNAN

KARATASE
EMAS/AGUNAN

1 Lantakan/batangan

16 s.d. 24 Karat

2 Uang Emas (Koin Emas/Dinar)

16 s.d. 24 Karat

Emas Perhiasan (emas merah
atau emas kuning)

16 s.d. 24 Karat

Table 3 jenis karatase jaminan gadai emas
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Metode penaksiran emas menggunakan tiga metode yaitu pertama

penaksiran Analisa fisik emas, kedua berat jenis dan yang ketiga uji Kimia.

Penaksiran emas dengan metode analisa fisik merupaka metode penaksiran

dengan mengamati fisik emas mulai dari warna, kecerahan dan kesesuaian

besar fisik emas dengan beratnya. Dari Analisa fisik inilah akan menjadi dasar

penaksiran emas berikutnya.

Penaksiran berat jenis adalah penaksiran adalah salah satu metode

pengujian dalam penaksiran emas dengan menggunakan media air dalam

bejana dan timbangan digital. Tidak semua emas bisa ditaksir menggunakan

metode ini kriteria emas yang dapat ditaksir hanya emas yang padat tidak

berongga serta tidak memiliki permata.®’ Metode ini hanya bisa digunakan

untuk emas lantakan koin emas cincin polos serta gelang yang padat.

Penaksiran berat jenis berdasar pada table berat jenis sebagai berikut:

8 pT Bank Syariah Indonesia Tbk. Petunjuk Teknis Operasional Penaksiran Gadai Emas

versi 2.1. (Jakarta: Pawning Group 2024) h. 33
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Karat Campur Campur Perak Campur Tembaga
Tembaga (MM) (MK) dan Perak
23 18,43 18,68 18,55
22 17,61 18,06 17,83
21 16,84 17,49 1717
20 16,16 16,94 16,55
19 15,53 16,44 15,98
18 14,94 15,96 1545
17 14,39 15,50 14,94
16 13,88 15,08 14,48
15 13.41 14 67 14,04
14 12,96 14,29 13,62
13 12,56 13,93 13,25
12 12,12 13,58 12,85
1" 11,80 13,25 12,52
10 11.46 12,94 12,20

Tabel 4 Berat Jenis Emas
Menghitung berat jenis emas menggunakan rumus sebagai berikut:

BK
BJ =

V= BK-BB

Ket: BJ = Berat Jenis
V = Volume
BK= Berat Kering
BB= Berat Basah

Emas murni memiliki Berat Jenis kurang lebih sebesar 19,32 dan di atas
hasil angka Berat Jenis Emas 23 Karat pada tabel di atas. Simulasi
Perhitungan Berat Jenis: Emas lantakan (batangan) Logam Mulia Antam berat

10 gram, maka berat jenis LM tersebut adalah:
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BK =10 gram

BB =9,48

V =BK-BB
=10-9,48=0,52

BJ =BK/V

=10/0,52 = 19,23 (24K)8L

Yang ketiga yaitu penaksiran emas dengan uji kimia yaitu penaksiran
menggunakan bahan kimia berupa cairan Asam Nitrat (HNO3) dan Asama
Chlorida (HCL). Cara penaksiran ini dengan menggosokkan emas perhiasan
dan disandingkan dengan jarum uji emas yang telah disertifikasi oleh PT
Antam kemudian diteteskan cairan asam tersebut dan dipersamakan reaksinya.
Untuk menentukan emas dengan kadar dibawah atau diatas 16 karat maka
menggunakan cairan HCL sedangkan untuk mengetahui atau memastikan
karatase emas tersebut maka digunakan cairan HNO3 dicampurkan dengan
cairan HCL dengan perbandingan 3 banding 2 Tiga untuk HNO3 dan dua

untuk HCL air campuran biasa dikenal dengan istilah air raja.?

Hasil penaksiran dari PA akan direview oleh PSO untuk menentukan
jumlah pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah. Penetuan pemberian
pinjaman kepada nasabah yang dituturkan oleh Akhmad Qamar Najamuddin
selaku PSO ditentukan dengan mempertimbangkan HDE (Harga Dasar Emas)

pada hari itu kemudian melihat portofolio nasabah pinjaman minimal Rp.

81 pT Bank Syariah Indonesia Tbk. Petunjuk Teknis Operasional Penaksiran Gadai Emas
versi 2.1, (Jakarta: Pawning Group 2024) h. 35

82 pT Bank Syariah Indonesia Tbk. Petunjuk Teknis Operasional Penaksiran Gadai Emas
versi 2.1, (Jakarta: Pawning Group 2024) h. 20-21
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500.000 dan maksimal Rp. 250.000.000 per CIF (Costumer Information File)
dan FTV (Financing To Value) yang telah ditetapkan Perusahaan.

Pemberian pinjaman kepada nasabah berdasarkan HDE pada hari itu

kemudian berdasarkan portofolio nasabah juga minimal pinjaman Rp.

500.000 dan maksimal Rp. 250.000.000 per CIF atau per orang dihitung

total pinjaman gadainya jika sudah memiliki gadai sebelumnya

kemudian ditentukan juga dari FTV emasnya ada yang 80% ada yang

95% dari taksiran.

HDE konter layana gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk seluruh
Indonesia ditetapkan oleh Business Unit Kantor Pusat dan dilakukan secara
harian. Formula HDE ditetapkan atas dasar harga emas PT Antam per 100
gram dan harga buyback emas PT Antam. Harga yang digunakan sebagai
rujukan adalah harga emas PT Antam yaitu emas 24K.34 Setiap karatase emas

berbeda nilai HDE nya semakin tinggi karatase emas maka tinggi pulalah nilai

HDE nya begitupun sebaliknya.

Setelah nilai HDE diketahui maka langkah selanjutnya menentukan FTV
dari emas. Nilai FTV diberlakukan untuk emas batangan atau lantakan
termasuk juga koin emas baik itu dinar dan koin koine mas lainnya diberikan
FTV sebesar 95% dari taksiran sebagai contoh jika nilai taksiran emas nasabah
sebesar Rp. 10.000.000 maka pembiayaan yang bisa diberikan sebesar Rp.
9.500.000. Emas perhiasan diberlakukan FTV sebesar 80% dari nilai taksiran.
Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan portofolio pembiayaan gadai

nasabah nilai pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah adalah

8 Akhmad Qamar Najamuddin. “Pawning Sales Officer PT Bank Syariah Indonesia Thk
Kantor Cabang Mamuju, ” Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.

8 PT Bank Syariah Indonesia Thk. Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3,
(Jakarta: Pawning Group 2023) h. 36
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minimal Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 250.000.000 dihitung dalam satu CIF
atau dihitung seluruh pinjaman gadai nasabah jika ada.®® Sebagai contoh jika
nilai taksiran emas nasabah dibawah Rp. 500.000 maka pembiayaan gadai
nasabah tidak dapat diproses begitupun jika pembiayaannya melebihi

Rp.250.000.000 maka pembiayaan gadainya tidak dapat diproses.

Hasil penaksiran disampaikan kepada nasabah dengan jumlah
pembiayaan yang dapat diterima jika nasabah menyetujui maka proses
pencairan gadai dilanjutkan dengan pemenuhan dokumen oleh nasabah.

Adapun dokumen pencairan gadai adalah sebagai berikut:

1) Rekening BSI, nasabah yang ingin menggadai wajib memiliki
rekening BSI baik itu rekening mudharabah maupun rekning

wadiah.
2) KTP, yaitu ktp electronik.

3) NPWP, nasabah dengan pinjaman diatas Rp. 50.000.000 wajib

menggunakan NPWP.

4) FPGE (Formulir Permohonan Gadai Emas), yang telah diisi

lengkap dan ditanda tangani nasabah.

Setelah dokumen persyaratan pencairan gadai dipenuhi maka petugas PA
menjelaskan secara madatori karakteristik gadai emas mulai dari akad yang
digunakan jangka waktu gadai emas dan ujrah yang akan dibayar nasabah pada

saat jatuh nantinya.

8 PT Bank Syariah Indonesia Thk. Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3,
(Jakarta: Pawning Group 2023) h. 37-39
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setelah nasabah setuju saya minta dokumen dengan formulir saya jelaskan
ketentuan akadnya dengan biaya per empat bulan”®

Muktamir mengungkapkan hal yang sama bahwa proses gadai emas
dimulai dari penaksiran emas terlebih dahulu setelah ada hasil jumlah pembiayaan
yang dapat diterima akan disampaikan kepada nasabah. jika nasabah sepakat maka
petugas gadai akan menjelaskan akad dan ketentuan gadai emas beserta besaran
mu’nah dan biaya administrasi yang akan dibayarkan oleh nasabah empat bulan
berikutnya.

Pertama saya kasi emas baru nataksir kalau adami hasil taksirannya

disampaikanmi lagi sama saya berapa bisa kuambil baru najelaskan jatuh

temponya perempat bulan sama biayanya setelah itu kalau baru naminta

KTP nasuruhki juga buka rekening &

Proses akad Gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor
Cabang Mamuju dengan cara menandatangani akad yang tertuang pada SBGE
bagian belakang. Dalam akad ini berisi tiga akad pertama akad gard sebagai akad
pemberian pembiayaan kepada nasabah, kedua akad rahn pengikatan jaminan
gadai emas dan ketiga akad ijarah atau akad penentuan Mu’nah biaya titip emas.
Selain akad tersebut masih banyak ketentuan ketentuan hukum yang tertera dalam
klausul akad tersebut. Inilah yang ditanda tangani oleh nasabah dan bank dalam
pengikatan akad.

Dalam akad gadai emas tidak semua nasabah membaca klausul akad yeng

tertera dalam SBGE gadai emas namun petugas gadai menyampaikan hal hal

8 Muhammad Akhsan. “Pawning Apraisal PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor
Cabang Mamuju,” Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024.

8 Muktamir. “Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang
Mamuju,” Wawancara , Mamuju, 13 Mei 2024.
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penting saja mengenai akad terlebih lagi jika antrian nasabah banyak atau nasabah
memiliki urusan yang lain.

Kalau akad tidak pernah saya baca banyak sekali baru kecil tulisannya

mana lagi kalau buru buruki tidak diperhatikanmi itu tapi najelaskanji

petugasnya kalau disini pake istilah biaya titip bukan bunga kaya
pegadaian apalagi kalau banyakmi nasabah sedikitji najelaskan baru
nasuruhki tanda tangani®®

Demikian penyampaian salah satu nasabah tentang proses penandatangan
akad petugas gadai hanya menjelaskan secara singkat tentang akad terlebih lagi
dalam pelayanan petugas dibatasi oleh prosedur SLA layanan untuk menjaga
standar agar lebih kompetitif terhadap kompetitor.

Pemberian biaya titip atau ujrah berdasar pada taksiran emas nasabah
bukan pada pinjaman yang diterima nasabah. Untuk saat ini diberlakukan dua
jenis biaya titip yaitu pinjaman dibawah Rp. 100.000.000 dan pinjaman diatas
Rp.100.000.000. pinjaman dibawah Rp. 100.000.000 diberikan biaya 1.288%
perbulan terhadap taksiran. Dan untuk pinjaman diatas Rp. 100.000.000 maka
akan dikenakan biaya 0,968% perbulan terhadap taksiran. 8 Petugas gadai
diberikan wewenang untuk memberikan discount biaya titip kepada nasabah untuk
meretensi nasabah dan meningkatkan layanan kepada nasabah agar mampu
miningkatkan daya saing dengan kompetitor.

Demi memberikan pelayanan prima kepada nasabah konter layanan gadai

PT Bank Syariah Kantor Cabang Mamuju, maka FPGE tidak lagi diisi manual

oleh nasabah akan tetapi di cetak melalui sistem oleh petugas PA bersamaan

8 Erni. “Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju,”
Wawancara , Mamuju, 13 Mei 2024.

8 PT Bank Syariah Indonesia Thk. Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3,
(Jakarta: Pawning Group 2023) h. 29
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dengan SBGE sehingga nasabah tinggal tanda tangan. salah satunya diungkapkan

oleh Anugrahwati

Gadai disini pelayanannya bagus dan cepat tidak perlu isi formulir jadi

tidak ada yang di isi tinggal tanda tangan.*

Pelayanan Ini dilakukan untuk sebagai inovasi percepatan proses
pencairan gadai sehingga bisa mengefisienkan waktu. proses penginputan dapat
dilakukan setelah dokumen sudah lengkap dan ditanda tangani. PA melakukan
pencairan pembiayaan gadai melalui aplikasi bernama NOS (New Orginating
Sistem) gadai emas. Penginputan pencairan pembiayaan dilakukan di NOS
dengan memasukkan data nasabah dan data emas nasabah maka sistem otomatis
menghitung jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Setelah diinput
olehn PA maka direview oleh PSO melalui aplikasi yang sama selanjutnya

diotorasi oleh BOSM.%!

Dana pencairan pembiayaan gadai akan otomatis masuk ke rekening
nasabah jika sudah diotorisasi oleh BOSM dan nasabah sudah bisa melakukan
penarikan dana. Sebelum nasabah meninggalkan konter layanan gadai maka
diberikan SBGE lembar kedua sebagai bukti memiliki gadai emas di PT Bank
Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju. Adapun bagan alur proses

pencairan gadai sebagai berikut :

% Anugrahwati. “Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang
Mamuju, ” Wawancara , Mamuju, 13 Mei 2024.

91 PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Petunjuk Teknis Operational Penggunaan Sistem
Aplikasi NOS BSI Gadai Emas, (Jakarta: Pawning Group 2022) h. 33



Nasabah walk in
datang membawa
emas

Jika Nasabah sepakat
dilakukan
penandatangan akad

Security
mengarahkan ke
konter layanan
gadai
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Nasabah dilayani PA &
PA melakukan

A

PA Melakukan proses
pencairan gadai di
aplikasi NOS

v

BOSM Melakukan
Otorisasi pencairan
gadai di NOS

PA Menyampaikan
hasil taksiran kepada
nasbah & jumlah
pindajan yg diterima

PSO Melakukan
Persetujuan Melalui
Aplikasi NOS

b. Proses Penyimpanan Agunan Gadai Emas

Dana Masuk
kerekening nasabah

\4

penaksiran emas

PA Menyampaikan
hasil taksiran kepada
PSO

PSO akan mereview
hasil taksiran PA dan

/ memutus pemberian

pinjaman

Nasabah Meninggalkan
Konter Layanan Gadai

Tabel :3 Bagan Alur Cair Baru

Barang agunan gadai emas setelah dilakukan pencairan oleh PA maka

akan diberikan kepada BOSM sebagai pengelola barang jaminan gadai di cabang.

Jaminan emas yang diserahkan kepada BOSM dimasukkan kedalam kantong

jaminan khusus yang berisi: fisik emas, copy identitas nasabah, FPGE dan SBGE
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lembar 1.%2 Proses penyimpanan agunan emas dari awal cair sampai pelunasan
terdokumentasi dengan baik untuk menghindari hilangnya agunan ataukah agunan
nasabah tertukar.

Pendokumentasian agunan menggunakan dua cara yaitu secara manual dan
melalui aplikasi. Pendokumentasian secara manual yaitu menggunakan registrasi
melalui buku Gudang PA memberikan agunan kepada BOSM kemudian BOSM
mencatat agunan tersebut kedalam buku Gudang agunan masuk dan setelah itu
BOSM menyimpan agunan tersebut kedalam lemari brankas. Pada saat agunan
tersebut lunas maka BOSM mengambil agunan tersebut dan mencatat pada buku
Gudang agunan keluar.

Pendokumentasian agunan emas menggunakan aplikasi yaitu
penyimpanan agunan dengan aplikasi NOS dimulai pada saat pencairan
pembiayaan oleh PA jaminan tersebut difoto melalui aplikasi dan diteruskan
kepada BOSM. Pada saat BOSM menerima fisik agunan maka dilakukan
verifikasi atau pencocokan agunan yang sudah difoto oleh PA setelah sesuai maka
BOSM melakukan foto verifikasi melalui aplikasi NOS dan dapat dilanjutkan
ketahapan selanjutnya yaitu pemberian nomor slot penyimpanan didalam
brankas. ®* Jika terjadi pelunasan pada agunan tersebut maka agunan dapat
dikeluarkan ketika petugas PA melakukan permintaan agunan dalam aplikasi NOS

dan disetujui oleh BOSM.%

92 pT Bank Syariah Indonesia Thk. Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3,
(Jakarta: Pawning Group 2023) h. 31

% PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Petunjuk Teknis Operational Penggunaan Sistem
Aplikasi NOS BSI Gadai Emas, (Jakarta: Pawning Group 2022) h. 44

% PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Petunjuk Teknis Operational Penggunaan Sistem
Aplikasi NOS BSI Gadai Emas, (Jakarta: Pawning Group 2022) h. 53
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Dua jenis pendokumentasian agunan emas ini dilakukan bersamaan untuk
memitigasi jika nantinya terjadi eror sistem atau hal hal yang tidak diinginkan
lainnya.

c. Proses Perpanjangan Gadai Emas

Perpanjangan Pembiayaan Gadai Emas adalah perpanjangan pembiayaan
Gadai Emas yang jatuh tempo karena Nasabah belum dapat menebus agunan
(melunasi pembiayaan). Ada dua cara perpanjangan gadai dengan cara otomatis
dan perpanjangan non otomatis

1. Perpanjangan Otomatis

Perpanjangan otomatis adalah proses perpanjangan pembiayaan Gadai
Emas yang diajukan oleh nasabah pada saat pengajuan awal permohonan. Dalam
hal ini nasabah dapat melakukan perpanjangan hanya dengan mentransfer
sejumlah dana sebagai biaya perpanjangan dan selisih pembiayaan akibat dari
perbedaan HDE sesuai perhitungan bank tanpa harus membuat permohonan baru
dan akad baru.

Disini bagus ada namanya perpanjangan otomatis jadi diisi saja rekening

nanti otomatis diperpanjang jadi perlu lagi kekantor kalau mau

perpanjangan.”®

Syarat perpanjangan otomatis yaitu sebagai berikut:

a. Saldo Dana Mencukupi. Nasabah dapat melakukan perpanjangan

otomatis dengan menyediakan sejumlah dana sebagai biaya
perpanjangan tanpa harus membuat permohonan baru dan akad baru.

Saldo dana nasabah yang akan di debet oleh sistem terdiri atas:

% Kariati. “Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,”
Wawancara , Mamuju, 17 Mei 2024.



76

1) Ujroh empat bulan yang lalu. Ujroh merupakan imbalan jasa atas
transaksi pembiayaan Gadai Emas. Ujroh berupa biaya sewa
penyimpanan (ijarah) sejumlah dana yang dibayarkan oleh
Nasabah setelah perpanjangan pembiayaan gadai atas transaksi
sewa menyewa suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek
sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan
penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang
disewakan dhi. Bank melakukan penyimpanan agunan selama
jangka waktu pembiayaan gadai dan dibayarkan sesuai ketentuan
Bank.

2) Biaya administrasi empat bulan yang akan datang. Merupakan
sejumlah dana yang di dalamnya telah termasuk biaya administrasi
gadai, biaya meterai dan biaya asuransi yang dibayarkan oleh
nasabah kepada Bank atas pencairan dan perpanjangan Gadai
Emas.

Apabila terdapat penurunan Harga Dasar Emas (HDE), maka
nasabah akan ditagihan selisih pembiayaan yaitu pengurangan
outstanding pokok sesuai perhitungan Bank.
b. Dapat diberikan kepada nasabah memiliki kolektibilitas 1 dan 2.
2. Perpanjangan Non Otomatis
Perpanjangan Pembiayaan Gadai Emas adalah perpanjangan pembiayaan
Gadai Emas yang jatuh tempo karena Nasabah belum dapat menebus agunan.

Perpanjangan non otomatis pada dasarnya hampir sama dengan perpanjangan
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otomatis akan tetapi prosesnya dilakukan oleh petugas gadai. Nasabah datang
kekonter layanan gadai dengan membawa SBKE lembar kedua atau menghubungi
petugas gadai untuk perpanjangan setelah itu nasabah menyiapkan dana di
rekening senilai biaya perpanjangan dan biaya administrasi maka petugas dapat
melakukan proses perpanjangan menggunakan aplikasi NOS.
d. Proses Pelunasan Gadai Emas

Pelunasan gadai emas terdiri dari dua yaitu pelunasan pada saat jatuh
tempo dan pelunasan sebelum jatuh tempo. Pelunasan jatuh tempo dilakukan pada
saat gadai emas nasabah sudah memasuki masa jatuh tempo atau empat bulan
sedangkan pelunasan sebelum jatuh tempo dilakukan nasabah sebelum gadai
memasuki masa jatuh tempo baik itu baru berjalan satu bulan dua bulan atau tiga
bulan. “Pelunasan bisa dilakukan kapan saja jadi biar berjalan satu bulan kalau

mau dilunasi bisa juga.”® Berikut ketentuan pelunasan:

a. Nasabah dapat melakukan pelunasan Gadai Emas dengan melakukan hal-
hal sebagai berikut.:
1) Nasabah menyediakan dana pelunasan.
2) Wajib hadir dan mengambil agunan emas yang telah dilunasi di outlet.
Apabila nasabah tidak hadir saat jatuh tempo namun dana pelunasan
tersedia, maka sistem melakukan perpanjangan secara otomatis.

3) Nasabah menyerahkan SBGE (lembar untuk nasabah).

% |hania. “Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju,”
Wawancara , Mamuju, 7 Mei 2024.



78

b. Pelunasan Sekaligus Sebelum Jatuh Tempo.

1)

2)

Nasabah dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dengan cara
membayar kewajiban berupa pokok pembiayaan dan biaya
pemeliharaan yang jumlahnya sebesar periode yang telah dijalani oleh
nasabah. Biaya pemeliharaan/penjagaan agunan (mu’nah) tidak
dihitung penuh 1 jangka waktu pembiayaan (4 bulan) dan
diperhitungkan sebagai potongan biaya (diskon) dari Bank kepada
nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.

Perhitungan diskon atas biaya pemeliharaan seperti poin di atas, tidak
dapat diberikan kepada nasabah apabila sisa masa laku akad s.d.

jangka waktu jatuh tempo kurang 15 hari.

c. Pelunasan Sekaligus Saat Jatuh Tempo Pelunasan sekaligus pada saat

jatuh tempo dilakukan pada saat memasuki tanggal jatuh tempo

pembiayaan.

d. Pembebanan biaya pemeliharaan/penjagaan agunan (mu’nah) dapat

dilakukan di belakang atau di awal pembiayaan gadai. Khusus nasabah

yang membayar biaya pemeliharaan di depan, maka:

1)

2)

Pada saat awal pembiayaan, nasabah membayar biaya pemeliharaan
untuk 4 (empat) bulan ke depan.

Apabila nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka
dapat diberikan diskon sesuai dengan periode yang telah dijalani oleh

nasabah dan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank.
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e. Pelunasan pembiayaan Gadai Emas diinput ke dalam sistem dan petugas
Bank mencetak print screen transaksi sebagai bukti dana nasabah
telahterdebet (nominal pokok pembiayaan dan biaya pemeliharaan
penjagaan agunan (mu’nah)).

f. Apabila pelunasan dikuasakan, maka PA/PCSS/Teller meminta penerima
kuasa membawa KTP asli nasabah dan Surat Kuasa bermeterai, kemudian
PA/PCSS/Teller melakukan konfirmasi kepada nasabah dengan
menghubungi nasabah di nomor yang ada di sistem Bank.

g. Nasabah wajib menandatangani tanda terima agunan pelunasan dan wajib
didokumentasikan oleh PA.%

2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Multi Akad Gadai Emas
1. Faktor kemajuan transaksi Lembaga keuangan
Kemajuan transaksi Lembaga keuangan akhir akhir ini sangatlah pesat

terutama pada bidang teknologi dan digital banking. Begitu pula dengan produk
perbankan khususnya perbankan syariah perkembangannya harus sejalan dengan
perkembangan teknologi yang ada agar produk perbankan syariah tetap mampu
bersaing dengan produk produk Lembaga keuangan konvensional.

Gadai emas merupakan produk yang sangat digemari oleh Masyarakat
karna transaksinya yang cepat dan simpel. Produk ini pun lahir untuk menjawab
perkembangan transaksi keuangan yang begitu pesat keberhasilan dalam meramu
multi akad gadai emas adalah keberhasilan yang sangat luarbiasa sehingga bank

syariah mampu menawarkan gadai emas dalam konsep syariah.

9 PT Bank Syariah Indonesia Thk. Manual Produk Pembiayaan Gadai Emas versi 2.3,
(Jakarta: Pawning Group 2023) h. 30
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Kemajuan transaksi keuangan sangatlah berpengaruh pada perkembangan
produk gadai emas terutama bagaimana meramu akad akad sehingga tetap mampu
bersaing dengan Lembaga gadai yang lain terutama dalam digital banking. Donny
Tribakti Wicaksana Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor
Cabang Mamuju mengemukakan pada tahun 2024 BSI fokus mengembangkan
layanannya dibidang digital banking melalui BSI Mobile

Tahun 2024 ini BSI lagi fokus mengembangkan gadai digital melalui BSI

Mobile nantinya semua transaksi diharapkan bisa dilakukan lewat BSI

Mobile apalagi BSI Mobile bisa diakses 24 jam jadi nasabah dirumahpun

bisa mengakses layanan gadai kita kemudian gadai juga lagi

pengembangan sistem keagenan sekarang kan lagi rame transaksi

Eiégsenan contoh Brilink dan lain lain kedepannya gadai juga akan seperti

Multi akad pada gadai emas kedepannya bisa lebih variatif lagi jika
perkembangan yang disampaikan pak Donny Tribakti Wicaksana terlaksana karna
transaksi akad gadainya bukan lagi dilakukan dikonter layanan gadai antara
petugas gadai dan nasabah akan tetapi akad secara digital.

Perkembangan berikutnya yang dapat mempengaruhi formulasi multi akad
gadai emas adalah jika PT Bank Syariah Indonesia Tbk ekspansi pasar dengan
sistem keagenan gadai emas karna akan melibatkan pihak ketiga. Inilah Gambaran
pengaruh kemajuan transaksi Lembaga keuanagn terhadap penerapan multi akad
gadai emas.

2. Faktor kebutuhan dana mendesak

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia

adalah melalui lembaga keuangan. Dalam kehidupan sosial sering ditemukan

%8 Donny Tribakti Wicaksana, “Branch Manager PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor
Cabang Mamuju,” Wawancara , Mamuju, 6 Mei 2024,
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beberapa orang yang melakukan pengelolaan harta benda yang dimiliki. Dengan
memilih gadai sebagai alternatifnya ketika terdesak dengan kebutuhan dana.
Gadai pada prakteknya mengharuskan nasabah memberikan barang berharga
sebagai jaminan hutang yang diberikan. Barang jaminan yang diberikan ke
pegadaian hak miliknya tetap pada nasabah, akan tetapi barang jaminan tersebut
akan disimpan dan dijaga oleh pihak pegadaian.®®

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dana tunai secara cepat semakin
besar, maka pegadaian sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi hal ini dapat
dikenal dan berkembang pesat. Pegadaian hadir untuk menawarkan jenis bantuan
kepada individu yang membutuhkan uang tunai dengan cepat dan mudah.
Pegadaian semakin eksis dan berkembang baik yang dikelola oleh pemerintah
maupun swasta. 1%

Potensi bisnis dengan pola gadai emas sangatlah besar sehingga Lembaga
keuangan syariah berbondong bondong membuka layanan gadai emas dengan
konsep multi akad karna produk gadai emas tidak dapat berjalan dengan metode
satu akad. Potensi kebutuhan dana mendesak dimasyarakat sangat mempengaruhi
perkembangan inovasi multi akad gadai emas terutama dalam bidang layanan
kepada nasabah.

Banyaknya animo Masyarakat menggunakan produk gadai emas ketika

membutuhkan dana mendesak membuat produk gadai emas ini tetap jadi produk

andalan perbankan syariah sehigga pengembangannya terus dilakukan. Layanan

% Nasution, A. M. (2019). Gadai Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Islam.
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi,

100 Muhammad Syafry Firman, Implementasi Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang
Gadai Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, jurnal for Islamic studies. VVol.6 No. 4(2023)
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yang baik dan kecepatan dalam prosesnya adalah hal yang sangat penting agar
tetap menjadi pilihan utama nasabah ketika ingin menggadai. Seperti yang
dikemukakan oleh ibu Najmawatih bahwa pada saat membutuhkan dana
mendesak pasti larinya kegadai emas dan mencari Lembaga gadai proses gadainya
cepat dan baik dalam pelayanan serata murah.

Kalau butuh dana mendesak ya gadai emas karna tidak ribet dan cepat

prosesnya kalau persoalan kita mau menggadai dimana kita pasti pilih

diamana yang bagus pelayanannya baru murah biayanya.

Operasinal perbankan syariah khususnya gadai emas sering berbenturan
dengan akad akad yang ada pada pruduk tersebut karna dalam penerapan akad
dituntut untuk tertata dengan baik dalam pengaplikasiannya disisi lain dalam
operasionalnya gadai emas dituntut untuk percepatan pelayanan demi memnuhi
kebutuhan nasabah sehingga sering ada proses akad yang terlewatkan.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Multi Akad

Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang
Mamuju

Kontruksi multi akad dalam produk gadai emas PT Bank Syariah
Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju terdapat penggabungan dua jenis akad
yang berbeda yaitu akad tabarru' dan akad tijari. Pada dasarnya akad gadai emas
adalah transaksi pinjam-mcminjam (gard). Fungsi akad rahn untuk pengikatan
agunan atas emas, dimana bank sebagai murtahin menerima barang jaminan
berupa emas (marhiin) dari nasabah (rahin) atas peminjaman atau utang (marhiin
bih) yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan fungsi dari akad ijarah untuk

penetapan sewa tempat penyimpanan barang atas penitipan emas tersebut.

101 Najmawatih. “Nasabah Gadai PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang
Mamuju, ” Wawancara , Mamuju, 7 Mei 2024
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produk gadai emas ini jika dilihat dari jenis penggabungannya maka
terdapat dua jenis penggabungan akad, yaitu: pertama jenis multi akad al-'ugiid
al-mutaqabilah (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multi akad dalam bentuk
akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama
bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Akad yang
dimaksud adalah akad gard dengan akad rahn dalam satu akad Sedangkan yang
kedua yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad gard dalam ragka rahn dan
akad ijarah, bisa menganut multi akad (al- ‘uqud al-mujtami’ah), yaitu multi akad
yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu
akad dan pula terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum

yang berbeda misalnya gabungan akad jual-beli dan sewa.?

Transasksi produk gadai emas berdasarkan prinsip syariah dengan akad
gard dalam rangka rahn dan akad ijarah, hal ini dapat diketahui bahwa terdapat
gabungan akad yang terdiri dari beberapa jenis akad yang berbeda yaitu akad
tijari dan tabarru'. Seperti akad ijarah yang merupakan jenis akad mencari
keuntungan (tijari), sedangkan gard dan rahn merupakan transaksi untuk

kebaikan tolong menolong (tabarru’).

Terdapat beberapa fatwa yang mendasari penggunaan akad-akad tersebut
pada produk gadai emas di bank syariah. Fatwa pertama DSN-MUI Nomor 25
Tahun 2002 tentang rahn. Fatwa kedua yaitu DSN-MUI Nomor 26 tahun 2002
tentang rahn emas. Fatwa Ketiga DSN-MUI Nomor 68 tahun 2008 tentang rahn

tasjily. Selain akad rahn juga terdapat akad lain yang berkaitan dengan gadai yaitu

102 Nur Wahid, ‘Muti Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah’, h.26
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akad ijarah. Akad ini berkaitan dengan biaya penyimpanan barang yang
digadaikan. Sehingga dikenakan biaya sewa dengan akad ijarah. Dengan adanya
fatwa ini diharapkan akan lebih mengakomodasi pengembangan usaha berbasis
rahn.

Dalam produk gadai emas syariah ini tidak terdapat perubahan akad yang
terjadi karena hanya ada satu akad yang mendasarinya yaitu akad rahn. Dalam
fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang rahn hanya mcngakomodir
penggadaian barang yang terjadi karena peminjaman uang (akad gard) saja.
sehingga murtahin (perbankan) hanya memperoleh pendapatan yang berasal dari
mu'nah (jasa pemeliharaan dan penjagaan) atas marhiin.

Kemudian DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 26 tahun 2002 tentang
rahn emas sebagai respon kebutuhan industri yang melihat peluang dimana
masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga
yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk
mendapatkan pinjaman uang. Selain itu rahn digunakan untuk memberikan
jaminan kepada bank syariah atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. hal ini
tertuang dalam fatwa DSN Nomor 92 tahun 2014 tentang pcmbiayaan yang
disertai rahn. Barang jaminan (marhiin) harus berupa harta berharga baik benda
bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan.

Adanya fatwa DSN Nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang
disertai rahn membuat aplikasi pada akad rahn itu sendiri menjadi lebih luas
karena tidak terbatas hanya untuk tabarru' (pada akad gard) melainkan juga untuk

tijari (pada akad jual beli tangguh, sewa, musyarakah dan mudarabah), hal ini
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dipandang lebih sesuai dengan perkembangan industri keuangan saat ini dimana
pembiayaan terjadi juga disebabkan kebutuhan masyarakat yang lebih variatif
seperti modal usaha, pembelian properti dll.

Jika dilihat dari rukun dan syarat gadai emas pada PT Bank Syariah
Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama
orang yang berakad, yaitu pegawai bank dan nasabah yang telah diatur dalam
ketentuan bank berdasar pada hukum islam dan hukum positif di Indonesia.
Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa orang yang berakad merupakan orang
orang yang memenuhi syarat yaitu cakap hukum serta berakal dan masuk kategori
dewasa bisa mengambil keputusan sendiri.

Kedua agunan gadai emas, agunan yang digunakan adalah emas baik
logam mulia maupun perhiasan. Emas merupakan barang yang baik serta halal
dalam Islam sehingga jika dijadikan obyek dalam transaksi muamalah maka boleh
meskipun ada beberapa orang yang mempersoalkan tentang emas terutama
kehalalan dari segi perolehan emas tersebut bisa saja emas yang digadaikan
merupakan emas hasil curian atau hasil kejahatan yang lainnya. Akan tetapi disisi
lain emas adalah benda yang tidak memiliki sertifikat hak milik sehingga tidak
mudah untuk mendeteksi apakah emas tersebut benar milik nasabah atau bukan
begitu pula yang disampaikan oleh bapak Akhmad Qamar Najamuddin

“emas tidak memiliki sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan sehingga

siapapun yang membawa maka dianggap itu miliknya sama halnya
uang,,.loa

103 Akhmad Qamar Najamuddin. “Pawning Sales Officer PT Bank Syariah Indonesia Thk
Kantor Cabang Mamuju, ” Wawancara , Mamuju, 3 Juni 2024
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Ketiga akad, akad adalah hal sangat penting dalam transaksi muamalah
terlebih ketika kita membahas persoalan multi akad. Sudah kita ketahui bahwa
gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor cabang Mamuju
menggunakan multi akad yang menggabungkan tiga akad rahn, gard dan ijarah.
Dalam klausul akad pada SBGE gadai emas sudah dijelaskan dengan rinci dan
lengkap ketiga akad tersebut sehingga ketiga akad tersebut dapat terpenuhi
begitupula dengan SOP pelayanan nasabah dana transaksi gadai sudah berurutan
sesuai dengan klausul akad. Namun ada beberapa masalah yang peneliti temukan
dimana pada saat penandatanganan akad ada beberapa nasabah tidak dijelaskan
secara rinci isi daripada klausul akad tersebut akan tetapi hanya dijelaskan secara
mandatori saja atau yang penting penting saja. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi hal tersebut yaitu peningkatan kecepatan layanan sehingga
nasabah tidak perlu menunggu lama dan tidak menimbulkan antrian yang panjang
kemudian ada pula nasabah yang buru buru karna ada urusan yang lain.

Keempat mu’nah, perhitungan mu’nah diambil dari taksiran emas yang
akan disimpan bukan dari nominal pinjaman nasabah sehingga ini murni biaya
titip terhadap nilai jaminan emas nasabah jika penentuan mu’nah berdasar
pinjaman maka sama dengan proses penentuan bunga pinjaman pada bank
konvensional. Pemberlakuan biaya titip emas berbeda dengan save deposit box
pada bank dimana kita menyewa tempat disuatu bank namun bank tidak menjamin
keamanan isi dari save deposit box tersebut berbeda dengan biaya penitipan emas
diberlakukan sesuai dengan taksiran emas karna bank akan mengganti senilai

taksiran emas tersebut jika terjadi masalah pada emas nasabah.
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Penentuan mu’nah jika nasabah tidak mengambil full pinjaman sesuai
taksiran maka diberikan wewenang kepada petugas gadai dicabang untuk
memberikan discount mu’nah kepada nasabah demi meringankan pembayaran
biaya mu’nah ini merupakan kebijakan yang baik dan sejalan dengan prinsip
keadilan dalam ekonomi syariah. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan
seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas
ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi,

dizalimi ataupun dirugikan'®

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme dan sistem gadai emas

Skema multi akad gadai emas PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor
Cabang Mamuju yang digunakan adalah skema tiga akad yaitu rahn sebagai
pengikatan jaminan emas qgard sebagai akad pinjaman dan ijarah sebagai akad
pengenaan biaya titipan (mu’nah) dalam penerapan akadnya dicantumkan dalam
SBGE dan ditandatangani nasabah dengan petugas bank dalam satu kalusul akad.
Penandatangan dilakukan satu kali namun pemberlakuan akad dilapangan
bertahap akad Qard diberlakukan pada proses cair baru, agad rahn penerapannya
pada proses penyimpanan emas dan akad ijarah diberlakukan pada saat gadai jatuh
tempo atau dilakukan pelunasan dipercepat.

akad yang berlaku pada akad gadai ini dikategorikan sebagai akad

pertukaran. Secara istilah al mu’awadhat adalah segala aktifitas pertukaran harta

104 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.8
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baik sebagian maupun semuanya. Dengan demikian yang dimaksud pertukaran
adalah proses atau perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.
Obyek dari pertukaran ini dapat berupa benda maupun jasa (manfaat). Apabila
obyek pertukaran tersebut berupa benda dengan benda dinamakan tukar menukar,
apabila pertukaran tersebut antara uang denganbarang dinamakan jual beli, dan
apabila pertukaran tersebuat antara uang/harga dengan manfaat benda atau

keahlian tertentu maka disebut dengan sewa menyewa atau upah mengupah.1%

Transaksi gadai merupakan transaksi yang membutuhkan kecepatan dalam
pelayanan terhadap nasabah sehingga sering terjadi petugas tidak sempat
menjelaskan isi klausul akad sepenuhnya kepada nasabah Meskipu demikian
nasabah menandatangani akad pada SBGE gadai sebagai tanda setuju dan dalam
akad tidak terdapat hal hal yang dapat merusak akad maka akad dianggap sah.
Menurut hanabilah syarat akad adalah mutlak yaitu setiap syarat yang tidak
didapatkan keharamannya, maka hukumnya mubah. Menurut Hanabilah syarat
akad adalah batasan yaitu setiap syarat yang tidak menyalahi batasan yang telah
ditetapkan syara dipandang sah.'%

Nasabah secara prinsip jika sepakat menandatangani klausul akad pada
SBGE gadai emas maka dianggap menyetujui seluruh akad dan aturan yang ada
pada kalusul akad tersebut serta akibat hukum yang muncul. Persyaratan
mengenai nasabah yang boleh melakukan gadai emas adalah nasabah yang

dianggap sudah dewasa artinya nasabah yang bertanda tanganpun adalah nasabah

105 Adiwarman Karim. ”Bank Islam analisis Figh dan Keuangan.” PT Raja Grafindo
Persada. (Jakarta 2004).

106 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan
dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.46
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yang bisa bertindak atas dirinya sendiri. Dalam alqur’an dasar hukum akad QS.

Al-Maidah (5) : 1

2%

2 bty 1 g8 30 T 5iale (i il

)
Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu”

Ayat diatas merupakan dasar dibolehkannya akad gadai emas dalam ayat
tersebut tidak dijelaskan secara rinci akad apa yang dimaksud sehingga formulasi

akad khususnya dalam multi akad bisa lebih variatif lagi.

Pengenaan biaya pemeliharaan ini pada dasarnya tidak ada dalam akad
rahn, karena rahn merupakan akad penjaminan barang atas hutang. Akan tetapi
pengenaan biaya pemeliharaan ini  merupakan konsekuensi dari biaya
pemeliharaan atau sewa tempat atas objek atau barang (marhun) yang dijaminkan
oleh rahin kepada murtahin, sehingga lebih tepat dimasukkan sebagai akad ijarah.
Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, tidak
disebutkan secara eksplisit terkandung akad ijarah dalam akad rahn. Akan tetapi
dalam Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn Emas,
membuktikan bahwa keberadaan akad ijarah dalam fatwa tersebut secara tegas
dicantumkan dalam poin 4 (empat).1%” Oleh karena itu, ketika melakukan akad
rahn emas, klausula biaya pemeliharaan itu masuk dalam akad. Peleburan dua

akad ini dalam satu akad menjadikannya sebagai akad murakkab (multi akad).

107 Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang ljarah
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2. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Multi Akad Gadai Emas

Kemajuan transaksi dalam perbankan syariah dan kebutuhan dana
mendesak merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada perkembangan
formulasi multi akad gadai emas karna dua faktor ini dapat menentukan arah
perkembangan bisnis gadai emas kedepannya.

Kemajuan transaksi dapat merubah alur proses transaksi operasional gadai
apalagi dimasa sekarang ini semua mengarah pada transaksi digital akan tetapi
dengan adanya perubahan seperti maka kemudahan transaksi kepada nasabah akan
lebih baik. Begitu pula dengan kebutuhan dana mendesak gadai emas adalah
produk yang paling diminati oleh Masyarakat pada saat membutuhkan dana
mendesak ini sebagai bentuk manifestasi dari bentuk taawwun atau saling tolong
menolong antara orang yang punya kelebihan harta dengan orang yang
membutuhkan, hanya saja bentuk pertolongan disertai dengan barang jaminan
sebagai pengikat kepercayaan. Selain prinsip tolong menolong gadai emas juga
berkaitan dengan prinsip maslahah yaitu mensejahterakan karna dapat membantu
orang orang yang membutuhkan dan meningkatkan perekonomian ummat.%

Gadai emas ini sangat baik untuk dijalankan karna berdasarkan salah satu
prinsip ekonomi syariah yaitu kemaslahatan. Penerpan prinsip kemaslahatannya
adalah saling tolong menolong untuk mendapatkan kesejahteraan.

3. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Multi Akad
Gadai Emas di PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang
Mamuju
Gadai emas adalah produk lembaga keuangan syariah berupa fasilitas

pembiayaan dengan cara memberikan utang gardh kepada Nasabah dengan

jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai rahn. Lembaga

108 Rahmat Fawza, persfektif Hukum Islam Tentang Produk Gadai Emas Pada Perbankan
Syariah’, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1 No.1 2022
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keuangan syariah selanjutnya mengambil upah ujrah/fee atas jasa
penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad
ijarah (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap uqudmurakkabah, multi-
akad), yaitu gabungan akad Qard, Rahn dan ljarah.

Multi akad atau hybrid contract pada dasarnya diperbolehkan karna
hukumnya digiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Berarti
harus memperhatikan ketentuan ketentuan agama yang membatasinya.
diperbolehkannya multi akad ini tetap ada batasan-batasan yang memang tidak
boleh dilanggar, karena dengan batasan tersebut menjadi pembeda agar tidak
menjadi haram. Batasan tersebut disepakati karena adanya nash dalam hadits
dalam bentuk 3 multi akad yang dilarang. Persoalan hybrid contract yang terus
berkembang dari teori syariah yang awalnya tidak membolehkan dua akad dalam
satu transaksi akad. Padahal maksud larangan tersebut hanya terbatas berlaku pada
tiga kasus sesuai hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan larangan
menggunakantransaksi hybrid contract yakni pertama berkaitan dengan bai’ dan
salaf; kedua berkaitan dengan bai ataini fii bai’atin, dan ketiga berkaitan dengan
shafqataini fii shafgatin.'®® Redaksi dari ketiga hadits tersebut diantaranya:

a. Larangan jual beli bai’ataini fii bai’atin (dua jual beli dalam satu jual beli)

JE5 500 o Ge dale (e 508 b aaas Ge ol &) baie s W s
s G e Ge Sl a5 Al B i el alle B0 e 0 U505
o Jasdls famia Gt Sund 5006 ol Cuna e 08 2580 05 2k 5
1S Syl Js6 G dad 3 o 1616 Gladl JAT (i 08 385 Gl JAT die 13
Lasal o 4358 138 ol sal o 4808 V5 G ey By 350 o Q3

105Siti Lutfiyah,”Penerapan Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract pada
Lembaga Keuangan Syariah’, Jurnal llmiah Multidisiplin, Volume 2 No.2 Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2023),
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin
Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari
Abdurrahman bin Abdullah bin Mas)>ud radliallahu <anhuma dari ayahnya
berkata; Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam melarang dua akad dalam satu
transaksi. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki
menjual barang jualan seraya mengatakan; la dengan kredit sekian dan sekian
dan dengan tunai sekian dan sekian "'

Maksud konteks dari bai’ataini fi bai’atin yakni dengan melakukan dua
akad dalam satu transaksi, adalah karena tidak adanya kejelasan harga dari satu
objek akad yang memiliki dua harga. contoh transaksi jual beli dengan dua harga
yang berbeda (harga cash dan harga muajjal), misalnya, harga barang jika kontan
Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, kemudian pembeli menerima (mengucapkan
gabul) tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya,*'! Menurut para ulama
dengan hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan
kepada riba. Pendapat lain menjelaskan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan
dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang

menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad ini menimbulkan riba dan

sebenernya tidak terjadi akad jual beli dalam transasi tersebut.

10 Ma’rifah Yuliani, ‘Interpretasi Hadis Nabi Larangan Dua Akad dalam Satu
Transaksi’, Jurnal IImu Syari’ah dan Hukum, Volume 5 No.2 IAIN Surakarta, (2020),

11 Harun, Multi Akad Dalam Tataran Figh’, SUHUF, Volume 30 No.2 Universitas
Muhammadiyah Surakarta, (2018)



93

b. Larangan Larangan Shafqataini fi shafqatin (dua kesepakatan dalam satu
kesepakatan)
baaly dbia b (il be 1 A (Jgh) 45

Artinya: “ Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad”

Jual beli diatas tersebut dilarang jika sebuah akad mengandung dua jual
beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat sebelum para pihak
berpisah namun tidak ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan
mengikat. Illat larangan bentuk jual beli imi karena ketidakpastian atau gharar dari
ketidakjelasan nilai harga. Syafi’i memberikan penjelasan terhadap shafgatain fi
shafgatin wahidah, menyatakan jika seseorang mengatakan: “Saya jual budak ini
kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada
saya dengan harga segini. Artinya jika anda menetapkan milik anda menjadi milik
saya, sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda.”2

c. Larangan bai dan salaf (jual beli dan akad pemesanan barang)
OBl BB ikl 0 9ua0 G sl OB Jaka WA 0B (31330 Lo Wa U8 g1 &y aas UGA
il o 0B 5 3313 5 b (b (0 5 gy il (0 s 48 ) i ) (sl 5 0 038
Gzl al b gy (g dldis
Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin rafi’, ia berkata: telah
menceritakan kepada kami Abdurrazag, ia berkata telah menceritakan kepada
kami ma’mar dari ayyub dari Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya ia

berkata Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan syarat diberi utang, dua
syarat dalam satu akad jual beli dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.

112 Syaik Faisal bin Abdul Azis Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar Al Imam Asy
Syaukani jilid 3. Hal.16
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Hadits ini menegaskan larangan dalam dua konteks hadits sebelumnya,
dengan disertai contoh kasus yakni akad salaf atau akad pemesanan barang
dengan pembayaran di depan, atau semacam indent barang dengan akad jual beli
dalam satu transaksi akad. Dari dalil yang menggunakan lafadz naha (melarang),
maupun laa tahillu atau laa yahillu (tidak dihalalkan) menunjukkan, bahwa
hukum muamalah disebutkan dalam hadits tersebut haram sebab ada lafadz

dengan jelas menunjukkan keharamannya.

Multi akad gadai emas jika dianalisis dengan penjelasan hadis diatas
terlihat bahwa multi akad yang ada pada gadai emas serta pengaplikasiannya
dilapangan tidak masuk kategori yang dijelaskan dari hadis larangan multi akad
diatas. Hadis pertama melarang multi akad dalam satu transaksi dua akad yaitu
jual beli secara tunai dan cash sedangkan dalam multi akad gadai setiap akad
berbeda transaksinya. Begitu pula dengan hadis yang kedua dimana multi akad
yang dimaksud adalah multi akad yang bersyarat sedangkan dalam akad gadai
emas tidak dilakukan hal tersebut. Hadis yang ketiga sudah sangat jelas berbeda
dengan jenis multi akad gadai emas. Maka jika dilihat dari dalil yang melarang

transaksi multi akad gadai emas sudah sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

Pendapat yang senada adalah dari Nazih Muhammad dalam buku al- ‘Ugd
Al Murakkabah al-Islami yang dikutip oleh Shofy Liza Nurul Arafah dan Muhamad
Yogi Hamdani menuliskan, hukum dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan
transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika akad-akad
itu dilakukan sendirisendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang

melarangnya. Jika ada dalil yang melarangnya, maka dalil itu tidak diberlakukan
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secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus tertentu yang dilarang oleh dalil
itu. 13

Multi akad gadai emas jika dilihat dari segi bentuk multi akadnya
termasuk multi akad Al- ‘Ugud al-Mutagobilah yaitu multi akad bergantung, akad
kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad
lainnya. Akad dalam fikih dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: pertama akad
mu’awadhah (timbal balik) yang bersifat bisnis, seperti akad bai’, ijarah, dan
salam, kedua akad tabarru’ (suka rela) bersifat kebaikan, seperti akad hibah,
gardh dan sadagah. Jenis akad yang menjadi syarat akan tergantung pada jenis
akad yang pertama. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad
bersyarat yang perlu diketahui hukumnya: 1) akad tabarru’ dengan syarat akad
mu’awadhah atau sebaliknya, 2) akad mu’awadhah dengan syarat akad
mu’awadhah, 3) akad tabarru’ dengan syarat akad tabarru.!* seperti contoh-

contoh kasus multi akad berikut ini:

a. Akad tabarru’ dengan syarat akad mu’'awadhah atau sebaliknya Contoh
multi akad pertama, akad qardh (tabarru’) dengan syarat akad bai’
(mu’awadah), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan
syarat Basyir membeli barang dari Ahmad. Model multi akad ini tidak sah
berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah

Saw melarang akad jual beli dan Salaf (pinjaman). Larangan hadits ini,

113 Shofy Liza Nurul Arafah dan Muhamad Yogi Hamdani, Multi Akad (Hybrid Contract)
Inovasi Lembaga Keuanagn Syariah. Jurnal EKSISBANK Vol. 2 No.2 (2018)

114 Syafe’i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih." Makalah
disampaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 22 (2018)
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karena akad salaf (gardh) adalah akad tabarru’, adanya akad bai’ kepada

qardh berakibat akad qardh menjadi akad mu’awadhah dan akan berubah

menjadi akad riba. Contoh multi akad kedua adalah akad qardh (tabarru’)
dengan syarat akad ijarah (muawadhah), seperti Ahmad meminjamkan
uang kepada Basyir dengan syarat Basyir harus menyewa barang dari

Ahmad. Model Multi Akad ini dipandang tidak sah dengan dalil yang telah

dipaparkan diatas.'?®

b. Akad mu’awadhah dengan syarat akad mu’awadhah Contoh model multi
akad ini adalah adanya akad bai’ dengan syarat akad bai’, seperti Ahmad
menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menjual barang
kepada Ahmad (bai’- bai’), atau akad bai’ dengan syarat akad ijarah
seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir
menyewa barang dari Ahmad. Model multi akad ini, para ulama berbeda
pendapat :

1) Ulama Syafi’i, Hanafi, Hambali dan Ibnu Hazm memandang multi
akad ini tidak sah dengan dalil Hadits Nabi Saw riwayat Imam Malik
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam
satu jual beli.

2) Madzhab Maliki menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad
jual beli adalah syarat akad ja'alah, sharf, musaqgah, syirkah dan
giradh. Akad-akad ini bertentangan atau meniadakan maksud dari akad

bai’ itu sendiri. Oleh sebab itu, multi akad (bai’ dengan bai’) atau (bai’

115 Syafe’i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih." Makalah
disampaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 22 (2018)
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dengan ijarah) dibolehkan oleh Imam Malik, lbnu Taimiyah, lbnul
Qayyim dan sebagaian dari Ulama Madzhab Hambali dan Maliki.
Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam perkara
muamalah adalah boleh, dan hadis yang menyatakan bahwa umat
muslim selalu konsisten dengan syarat mereka.!®
c. Akad tabarru’ dengan syarat akad tabarru’ Contoh pertama dari multi

akad ini akad gardh menjadi syarat akad gardh pertama (gardh gardh).

Ada dua bentuk multi akad ini, yaitu:

1) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Ahmad
meminjamkan uang lagi kepada Basyir di waktu lain;

2) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir

meminjamkan uang kepada Ahmad.

Para ulama mazhab Syafi’i menyatakan bahwa syarat dalam transaksi itu

tidak berlaku dan akadnya tetap sah. Sedangkan pada bentuk kedua, para

ulama sepakat mengenai pelarangan transaksi semacam ini, karena

Rasulullah menyatakan bahwa setiap gardh yang membawa manfaat bagi

yang menghutangi adalah termasuk riba.t’

Multi akad Al- ‘Ugud al-Mutaqobilah yang ada pada gadai emas PT Bank
Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Mamuju berbeda dengan contoh akad
bersyarat diatas sehingga multi akad nya boleh dijalankan. Pendapat bolehnya Al-

‘Uqud al-Mutaqgobilah yaitu pendapat Al-‘Imrani yang dikutip oleh Hasanuddin

116 Syafe’i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih." Makalah
disampaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 22 (2018)

117 Syafe’i, Rachmat. "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih." Makalah
disampaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 22 (2018)
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dalam buku “Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer pada Lembaga
Keuangan Syari’ah di Indonesia”, ada lima macam Multi Akad, yaitu: 1).al-
‘Uqud al-Mutaqobilah, 2).al- ‘Ugud al-Mujtami’ah, 3)al- ‘Uqud al-Mutanagidhah
wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah. 4). al- ‘Ugud al-Mukhtalifah. 5). Al- ‘Ugud
alMutajanisah. Dari lima macam multi akad ini, yang lebih banyak atau biasa

dipakai adalah yang jenis pertama dan kedua.!*®

118 Harun, Multi Akad Dalam Tataran Figh. Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November
(2018)



BAB V

PENUTUP

B. kesimpulan

berdasarkan rumusan masalah dan hasil uji hipotesis yang telah diuji dan

dianalisis maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1.

2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Skema multi akad yang digunakan
adalah skema tiga akad yaitu rahn sebagai pengikatan jaminan emas gard
sebagai akad pinjaman dan ijarah sebagai akad pengenaan biaya titipan
(mu’nah) dalam penerapa akadnya dicantumkan dalam SBGE dan
ditandatangani nasabah dengan petugas bank. Gadai memiliki beberapa
tahapan transaksi yaitu tahap awal proses pencairan kemudian proses
penyinpanan agunan proses perpanjangan dan yang terakhir proses
pelunasan gadai emas.

Ada dua faktor yang mempengaruhi pengaplikasian multi akad pada
produk gadai emas yaitu pertama kemajuan transaksi keuangan
perbankan dan yang kedua adalah kebutuhan dana mendesak.

Produk gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang
Mamuju Dalam penerapannya multi akad gadai emas sudah sesuai
dengan prinsip prinsip ekonomi Syariah yaitu ketauhidan kemaslahatan
dan prinsip keadilan sesuai dengan syariat Islam dan tertuang dalam Al-
Qur’an maupun Hadist. Gadai emas ini juga jika ditinjau dari ekonomi
syariah penerapan multi akadnya boleh dan sah untuk dilakukan karna
dasar hukum dari semua akad yang membentuk produk ini dibolehkan

dan tidak ada nash atau dalil yang melarang. Dari bentuk multi akadnya
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juga sah karna tidak termasuk multi akad yang dilarang oleh Rasulullah

dalam hadisnya.

C. Implikasi

Berdasarkan Implikaasi praktis dapat memberikan masukan bagi beberapa

pihak, diantaranya:

1.

Penelitian ini memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa dalam
pengembangan produk produk Lembaga keuangan dengan penggabungan
beberapa akad atau multi akad merupakan sebuah Solusi yang dapat
detempuh jika sebuah produk tidak dapat diakomodir oleh satu akad
seperti halnya produk gadai emas, akan tetapi tetap memperhatikan
Standar Operasioanl Prosedur dilapangan nantinya.

Hasil dari penelitian ini akan memberikan dampak positif bagi para
nasabah karna dapat mengetahui alur transaksi gadai emas pada PT Bank
Syariah Kantor Cabang Mamuju. Sehingga dapat semakin yakin untuk
tetap melakukan transaksi gadai emas.

Bagi petugas gadai penelitian ini sangat bermanfaat satu hal yang perlu
diketahui adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang akad
akad dalam ekonomi syariah sehingga dalam mengambil Tindakan
pelayanan terhadap nasabah lebih maksimal penerapan prinsip

syariahnya.

D. Rekomendasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding ataupun

rujukan bagi Lembaga keungan yang memiliki produk gadai emas terkhusus PT

Bank Syariah Indonesia Tbk. Bahwa dalam penerapan produk sangat penting

pengawasan dan pembekalan literasi akad akad ekonomi syariah agar pemahaman

dan pengaplikasian dilapangan lebih mendalam lagi tentang perekonomian
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syariah. Dapat pula dipertimbangkan disetiap konter layanan gadai dibuatkan
poster akad gadai agar nasabah dapat membaca pada saat menunggu agar dapat
memahami akad gadai tersebut.

Bagi nasabah dengan adanya penelitian ini dapat menambah literasi
tentang multi akad pada gadai emas sehingga mengetahui dengan jelas perbedaan

gadai emas syariah dengan gadai emas konvensional.
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KLAUSUL AKAD GADAI EMAS

Akad Qardh dengan Agunan Gadai Emas (“Akad”) ini dibuat dan ditandangani
oleh dan antara:

I. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat,
beralamat di JI. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili
oleh pejabat Bank yang memberikan persetujuan sebagaimana tersebut
dibagian akhir Akad ini. Untuk selanjutnya disebut BANK.

Il. Nasabah, yang identitas lengkapnya disebutkan pada lembar Formulir
Permohonan Gadai Emas dan telah ditandatangani, selaku penerima
Pembiayaan, untuk selanjutnya disebut NASABAH.

BANK berdasarkan permohonan NASABAH dengan ini setuju untuk
memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad kepada NASABAH
(“Pembiayaan”) dengan plafond Pembiayaan sebagaimana dicantumkan dalam
Surat Bukti Gadai Emas (“SBGE”) yang telah ditandatangani NASABAH yang
merupakan satu kesatuan dengan Akad ini dan NASABAH menerima pemberian
Pembiayaan berdasarkan Akad ini dengan agunan berupa gadai (Rahn) emas.
Pemberian Pembiayaan tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai
berikut:

1. Pembiayaan Gadai dengan Agunan Emas:

a. Berdasarkan Akad Qardh, BANK memberikan Pembiayaan kepada
NASABAH dengan nilai pinjaman sebagaimana disebutkan dalam SBGE
(“selanjutnya disebut “Hutang/Kewajiban”).

b. Jangka Waktu Pembiayaan, NASABAH wajib melunasi kembali jumlah
seluruh hutangnya yang timbul berdasarkan Pembiayaan kepada BANK
pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam SBGE dengan
cara membayar sekaligus dan lunas pada saat Pembiayaan jatuh tempo.

2. Agunan Emas (Rahn)

a. Guna menjamin pelunasan Hutang NASABAH sebagaimana disebutkan
dalam pasal 1 Akad ini, maka NASABAH dengan ini menggadaikan
agunan berupa emas sebagaimana dirinci pada lembar SBGE
(selanjutnya disebut “Barang Gadai) secara sukarela berikut segala
sesuatu yang melekat yang merupakan satu kesatuan dengan Barang
Gadai.

b. NASABAH memberikan hak kepada BANK untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Barang Gadai dan melakukan penilaian ulang
karatase emas Barang Gadai apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan
BANK yang berlaku.

3. Biaya-biaya Bahwa dalam rangka Barang Gadai yang disimpan pada BANK
untuk tujuan Pembiayaan ini, NASABAH setuju dikenakan Biaya
Administrasi dan Biaya Jasa Pemeliharaan (Mu’nah) sesuai ketentuan
BANK. Untuk maksud tersebut BANK dan NASABAH setuju dengan
ketentuan biaya sebagai berikut:

a. NASABAH wajib membayar Biaya Jasa Pemeliharaan atas Barang
Gadai sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE, dihitung per 15 hari
kalender terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam SBGE.
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b. NASABAH wajib membayar Biaya Jasa Pemeliharaan atas Barang
Gadai dengan jumlah sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE.
NASABAH wajib melakukan pelunasan terhadap Biaya Jasa
Pemeliharaan pada saat NASABAH melunasi Hutang/Kewajiban,
selambat lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pembiayaan. c.
NASABAH wajib membayar Biaya Administrasi dengan jumlah
sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE.

BANK wajib mengasuransikan Barang Gadai sejak NASABAH
menandatangani SBGE sampai dengan tanggal jatuh tempo Pembiayaan
sebagaimana disebutkan dalam SBGE. BANK bertanggung jawab atas
kerusakan atau kehilangan Barang Gadai yang disebabkan oleh tindak pidana
pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar
maksimal 100% (seratus persen) dari nilai taksiran Barang Gadai sesuai
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan hutang
NASABAH sebagaimana tersebut dalam SBGE.

BANK berhak setiap waktu melakukan pengujian karatase Barang Gadai, dan
jika dikemudian hari diketahui bahwa karatase Barang Gadai berbeda dengan
yang tercantum dalam SBGE, maka BANK berhak mengakhiri Akad ini dan
meminta NASABAH untuk melunasi semua sisa Hutang NASABAH dan
mengambil kembali Barang Gadai dengan tetap memperhatikan ketentuan
perundangan yang berlaku.

NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang
dijaminkan kepada BANK adalah benar hak dan milik pribadi NASABAH
dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdata dan diperoleh
secara sah dan tidak melawan hukum dan bukan berasal dari kejahatan, tidak
dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang
digadaikan/dibebani/dijaminkan atau diagunkan dengan ikatan apapun
kepada pihak manapun;

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang digadaikan
kepada BANK adalah benar asli dengan spesifikasi sebagaimana dirinci
dalam lembaran SBGE. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang
digadaikan kepada BANK tidak asli/palsu/tidak sesuai dengan SBGE atau
bukan milik pribadi NASABAH, maka NASABAH wajib menanggung
segala risiko dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya, dan
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila NASABAH tidak dapat melunasi Hutangnya berdasarkan Akad ini
dan/atau NASABAH lalai menambah agunan apabila nilai Barang Gadai
dinilai sudah tidak mencukupi oleh BANK pada saat jatuh tempo atau
NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena
suatu hal dan/atau Pembiayaan digolongkan macet berdasarkan ketentuan
yang berlaku, maka NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK
yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena
sebab apapun termasuk sebab yang ditentukan dalam pasal 1813, 1814, 1816
KUHPerdata untuk melakukan eksekusi/penjualan Barang Gadai secara
lelang (“Penjualan”) dengan harga atau syarat-Syarat yang dianggap baik oleh
BANK setelah melampaui 3 (hari) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo
Pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam SBGE atau sebagaimana diatur
oleh kebijakan BANK Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (“Regulator”) yang
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berlaku. Uang hasil eksekusi/penjualan Barang Gadai tersebut digunakan
BANK untuk membayar/melunasi Hutang NASABAH kepada BANK
setelah dikurangi biaya Penjualan dan biaya-biaya lainnya. Jika hasil
eksekusi Penjualan tidak cukup untuk membayar seluruh Hutang NASABAH
kepada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab membayar sisa
Hutang sampai dengan lunas dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil
Penjualan maka NASABAH berhak menerima kelebihan setelah dipotong
kewajiban yang terhutang.

Setiap jumlah yang diperoleh BANK dari hasil Penjualan berdasarkan Akad
ini, akan dipergunakan untuk membayar:

a. Seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan
Akad ini; dan

b. Seluruh jumlah Hutang NASABAH yang jatuh tempo dan atau harus
dibayar berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad ini.

Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan Penjualan berdasarkan
Akad ini, BANK berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib
dibayar oleh NASABAH berdasarkan pembukuan dan catatan BANK yang
merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat NASABAH, demikian
dengan tidak mengesampingkan hak NASABAH untuk kemudian
membuktikan jumlah yang terhutang.

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Akad ini dan kuasa lain yang
diberikan sehubungan dengan Akad ini bersifat tidak dapat ditarik kembali
dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Akad
ini, tanpa kuasa mana Akad ini tidak akan dibuat dan karenanya kuasa—kuasa
tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal
1813, pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia.

Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali Pembiayaan bertepatan dengan
bukan hari kerja BANK, maka NASABAH melakukan pembayaran pada satu
hari kerja sebelumnya.

Dalam hal NASABAH belum membayar sekaligus pada saat Pembiayaan
jatuh tempo, maka NASABAH dapat melakukan perpanjangan jangka waktu
dengan cara: a. NASABAH dapat mengajukan permohonan perpanjangan
secara tertulis kepada BANK; atau b. BANK akan melakukan perpanjangan
secara otomatis, mengikuti ketentuan yang berlaku pada BANK.

Dengan adanya pilihan perpanjangan otomatis dalam Formulir Permohonan
Gadai Emas (dengan cara mencontreng pilihan perpanjangan otomatis) maka
pilihan tersebut merupakan permohonan sah NASABAH kepada BANK atas
perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan Gadai Emas yang diatur dalam
Akad ini yang tidak dapat dibatalkan oleh NASABAH sampai dengan
Pembiayaan lunas, dengan tetap memperhatikan ketentuan lain yang diatur
dalam Akad ini.

Sehubungan dengan perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan maka Akad ini
mengikat NASABAH pada saat BANK menyetujui permohonan
perpanjangan Jangka Waktu Pembiayaan dari NASABAH atau pada saat
Jangka Waktu Pembiayaan diperpanjang secara otomatis sesuai permohonan
NASABAH.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

118

Apabila terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai Barang Gadai tidak dapat
menutupi nilai Hutang pada saat perpanjangan, maka NASABAH wajib
untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambah agunan, sehingga nilai
agunan dapat menutupi nilai Pembiayaan yang diberikan oleh BANK.

Dalam hal terjadi penurunan Harga Dasar Emas (HDE), dengan ini
NASABAH bersedia untuk menutup selisih antara HDE saat perpanjangan
dan apabila selisih tersebut tidak dilunasi oleh NASABAH, maka
NASABAH dianggap telah wanprestasi dan Pembiayaan jatuh tempo
seketika serta BANK berhak melakukan Penjualan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH pada BANK,
maka dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk tiap-tiap
waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh NASABAH kepada
BANK dari rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa
ini tidak dapat ditarik kembali dan/atau berakhir karena sebab-sebab yang
termaktub dalam pasal 1813, pasal 1814 dan pasal 1816 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pengambilan Barang Gadai dilakukan oleh NASABAH atau kuasa
NASABAH bersamaan dengan pelunasan Pembiayaan.

NASABAH mengakui telah menerima dari Petugas BANK produk ini, dan
menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku
mengenai hutang piutang dan penyerahan agunan secara gadai sebagaimana
yang tertera dalam Akad ini.

Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dan
pegawainya dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga dan/atau
ahli waris sehubungan dengan Barang Gadai yang tersebut pada SBGE ini.

Akad ini merupakan satu kesatuan dengan SBGE dan Formulir Permohonan
Gadai Emas.

Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan Akad ini akan
diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu maksimal
30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perselisihan diajukan oleh salah
satu Pihak. Musyawarah ini dapat dilakukan secara bilateral dan/atau melaui
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal
tidak tercapai kata mufakat maka BANK dan NASABAH sepakat untuk
menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama dan memilih domisili
hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Agama
yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor BANK dimana Akad ini
di tandatangani.

Setiap informasi NASABAH antara lain data NASABAH, fasilitas
penyediaan dana, dan keuangan NASABAH akan dilaporkan BANK kepada
Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam Sistem
Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian
lainnya yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku.

Ketentuan dalam Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundangan
yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

NASABAH mengakui dengan sebenarnya bahwa NASABAH telah membaca
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dengan cermat seluruh isi Akad ini sehingga NASABAH memahami
sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH
menandatangani Akad ini.
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Donny Tribakti Wicaksana

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara
Sahabuddin, NIM: 2120203860102026 yang sedang mengadakan penelitian tesis
dengan judul “IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”. Dengan ini pula, saya menyatakan
kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian

untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan

7

(Donny Tribakti Wicaksana)

e
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : Akmad Qamar N

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara
Sahabuddin, NIM: 2120203860102026 yang sedang mengadakan penelitian tesis
dengan judul “IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”. Dengan ini pula, saya menyatakan
kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian

untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan

Gl

(Akmad Qamar N)
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : Muhammad Akhsan

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara
Sahabuddin, NIM: 2120203860102026 yang sedang mengadakan penelitian tesis
dengan judul “IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”. Dengan ini pula, saya menyatakan
kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian

untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan

(Muammad Akhsan)
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : Dian Widyastuti Rahmat

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara
Sahabuddin, NIM: 2120203860102026 yang sedang mengadakan penelitian tesis
dengan judul “IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”. Dengan ini pula, saya menyatakan
kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian

untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan

(Dian Widyastuti Rahmat)
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : Anugrahwati

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara
Sahabuddin, NIM: 2120203860102026 yang sedang mengadakan penelitian tesis
dengan judul “IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”. Dengan ini pula, saya menyatakan
kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian

untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan

o

(Anugrahwati)
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : Erni

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara
Sahabuddin, NIM: 2120203860102026 yang sedang mengadakan penelitian tesis
dengan judul “IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”. Dengan ini pula, saya menyatakan
kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian

untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : Ihania

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara
Sahabuddin, NIM: 2120203860102026 yang sedang mengadakan penelitian tesis
dengan judul “IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”. Dengan ini pula, saya menyatakan
kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian

untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan

(Thania)
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : Muktamir

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara
Sahabuddin, NIM: 2120203860102026 yang sedang mengadakan penelitian tesis
dengan judul “IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”. Dengan ini pula, saya menyatakan
kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian

untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan

(Muktamir)
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama . Kariati

Alamat : Mamuju

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada saudara
Sahabuddin, NIM: 2120203860102026 yang sedang mengadakan penelitian tesis
dengan judul “IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK GADAI EMAS
DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAMUJU
(TINJAUAN EKONOMI SYARIAH)”. Dengan ini pula, saya menyatakan
kebolehan hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data penelitian

untuk mendukung keabsahan hasil penelitian.

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Mamuju, 06 Mei 2024

Informan

oy

(Kariati)
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

PT Bank Syariah Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju merupakan
kantor cabang yang berada di JI. Urip Sumoharjo No.44 Kel Karema Kec.
Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. PT Bank Syariah
Indonesia Thk Kantor Cabang Mamuju adalah kantor cabang ex Bank Mandiri
Syariah (BSM) dan mulai beroperasi pada tahun 2010 dengan pembukaan
cabang yang bisa dikatakan lengkap dengan produk BSM pada masa itu.
Hampir semua produk BSM dapat dinikmati oleh Masyarakat mulai dari
pembiayaan mikro, pembiayaan komersil, KUR, Pembiayaan KPR, dan Gadai

emas begitu pula dengan Tabungan dan giro.

Produk gadai emas yang sekarang merupakan produk gadai emas
existing dari Bank Syariah Mandiri dimana perkembangannya berjalan dengan
baik dan memberikan kontribusi baik terhadap pertumbuhan Bank Syariah
Mandiri Cabang Mamuju sampai dilakukan merger pada PT Bank Syariah
Indonesia Tbhk produk gadai ini tetap menjadai produk unggulan sampai saat

ini.
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BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:

Nama . Sahabuddin
Tempat , Tanggal Lahir : Tappina, 7 September 1991

NIM . 2120203860102025

Alamat . Perum Pesona Zarindah blok
C23, Kel. Simboro
Kec. Simboro, Kab. Mamuju

Nomor Hp 085222130304

Alamat E-Mail : sahacoy0l@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. MI DDI Tappina, Tahun 1996-2002

2. MTS PPTQ Ass’adah Maros, Tahun 2002-2005

3. MTS PPTQ Ass’adah Maros, Tahun 2005-2008

4. Sarjana Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Al
Asy’ariah Mandar (UNASMAN), Tahun 2008-2013

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Syariah Funding Executife Bank Syariah Mandiri Polewali 2012-2013

2. Taskforse Bank Syariah Mandiri Mamuju 2013-2014

3. Customer Service Bank Syariah Mandiri Mamuju 2014-2017

4. Pawning Apraisal PT Bank Syariah Indonesia Tbhk KC Mamuju 2017-

Sekarang

RIWAYAT ORGANISASI
1. PMII Rayon FAI UNASMAN sebagai Ketua Rayon
2. Lembaga Da’wah Kampus UNASMAN sebagai Ketua dua
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3. BEM FAI UNASMAN sebagai Ketua
4. LP Ma’arif Kab. Polman sebagai Anggota



